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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat
dan Ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Dinas

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran wujud nyata dari rencana
pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten
Mojokerto dan Renstra OPD. Renja ini selanjutnya menjadi acuan dalam
pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 guna meningkatkan kinerja OPD.

Kami menyadari bahwa Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ini mungkin masih perlu penyempurnaan,
untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai pembelajaran
(Learning Procces) demi penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) dimasa yang

akan datang.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah ikut
berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Renja Dinas Komunikasi Dan

Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

Mojokerto, Agustus 2025
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR: 188/1425/416-113/ 2025

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian penjabaran, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mojokerto agar selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-
2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Kerja
(Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194);



10.

11.

12.

13.

14.

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438).

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Kewajiban Universal Telekomunikasi dan
Informatika;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Komunikasi dan
Informatika;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di
Bidang Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun2019 Tentang Klasisfikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029;

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
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90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas



Menetapkan

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mojokerto Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Renja Dinas
KOMINFO 2026 adalah acuan dasar atau pedoman yang bersifat

konseptual dalam melaksanakan tugas.

. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Mojokerto yang selanjutnya disebut Renja Dinas KOMINFO adalah
dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pasal 2

. Renja Dinas KOMINFO 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal

1 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

. Renja Dinas KOMINFO 2026 menjadi pedoman bagi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dalam
melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan
sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah
ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2026.

Pasal 3

Renja Dinas KOMINFO 2026 tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



Pasal 4
Segenap unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mojokerto berkewajiban melaksanakan Renja Dinas KOMINFO 2026

dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya.

Pasal 5
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : Agustus 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN




Rencana Kerja Tahun 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan
Daerah dalam sistem pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah
Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana
dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang
nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan
memperhatikan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap
Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD
untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD yang ini mengacu
pada Rancangan Awal RKPD, renstra PD, serta hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk
memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan
pada usulan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, masing-masing Perangkat
Daerah juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

Kerja (Renja) guna integrasi dengan RPJMD. Oleh karena itu Rencana
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Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mojokerto disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Kabupaten Mojokerto sehingga ada keselarasan
antara visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan
yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas dengan program pioritas
Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Dokumen Renstra dan Renja dipergunakan sebagai dasar untuk
penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran), dan setelah mendapatkan
pengesahan dari DPRD Kabupaten Mojokerto menjadi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terangkum dalam APBD
Kabupaten Mojokerto.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
sebagai salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada daerah memandang perlu untuk merencanakan
pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja tahun 2026.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mojokerto Tahun 2026 merupakan rencana untuk tahun anggaran 2026
yang menggambarkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi,
program dan kegiatan dinas yang disusun sesuai kebutuhan dengan
mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah) tahun 2025-2029. Usulan program serta kegiatan yang berasal
dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas akan
diakomodirsebagai kegiatan dalam rancangan Renja PD. Renja tahun
2026 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja
dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program
prioritas.

Sedangkan Renstra Tahun 2025-2029 menjadi acuan
penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi
kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas yang
disusun ke dalam rancangan Renja yang selaras dengan Renstra. Hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk

tercapainya sasaran Renstra berdasarkan pelaksanaan Renja tahun-
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1.2

tahun sebelumnya dan fungsi PD.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;

o

penyusunan rancangan awal;

0

penyusunan rancangan

Q.

pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

®

perumusan rancangan akhir; dan
penetapan.

Rancangan renja PD dibahas pada Forum Perangkat Daerah
yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan
Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana pembahasan tersebut
meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan, penyelarasan
program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan
prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD.
Kemudian renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam

pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026.

Landasan Hukum

Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
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11

12

13

14

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Kewajiban Universal Telekomunikasi dan Informatika;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Komunikasi dan Informatika;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi
dan Informatika;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, TataCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
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16

17

18

19

20

21

22

23

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 Tentang Klasisfikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang  Standar Pelayanan
Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Bidang Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun
2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren
Bidang Komunikasi dan Informatika;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerabh;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mojokerto;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2025 - 2045);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029);
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24  Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender;

25 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Peraturan Bupati Nomor 90
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah
untuk menentukan arah dan langkah kebijakan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mojokerto di tahun anggaran 2026 serta
mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan
kegiatan prioritas perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Mojokerto yaitu memenuhi kebutuhan
perangkat daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan untuk
tahun 2026 yang memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan di tahun anggaran 2026 dan untuk mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan
dan Perangkat Daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya alam pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 juga bertujuan untuk
memberikan kerangka sistematis dan sebagai pedoman terhadap arah
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan
pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk APBD
Tahun 20246. Selain itu, dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026
juga menjadi dokumen perencanaan di tahun pertama dari dokumen
RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan dokumen
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan-kegiatan

prioritas sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
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Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto di Tahun 2026
yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
masyarakat Kabupaten Mojokerto;

b. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tahun
Anggaran 2026 yang berpedoman pada dokumen RPIJMD
Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dan RKPD (Rencana
Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun 2026;

c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan
strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan
penganggaran tahunan Perangkat Daerah;

d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib
pemerintahan daerah dengan capaian target kinerja program dan
kegiatan pembangunan;

e. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
program, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

f. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
pagu indikatif danprakiraan maju kegiatan periode satu tahun
pada tahun yang akan datang;

g. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah yang perlu

disampaikan kepada pemerintah daerah.

. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2026
berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai
berikut :

BAB 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkasan tentang :
1. Renja Perangkat Daerah
2. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah
3. Keterkaitan antara Renja Perangkat Darah dengan
Dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L dan

Renja Provinsi
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4. Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan
perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
perangkat daerah

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi

dokumen.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (tahun
n-2) dan perkiraan capaian tahun lalu berjalan (tahun
n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat
daerah sudahdisahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja
perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun
terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji,
disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing -—

masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan
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perundang-undangan yang terkait dengan Kkinerja
pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja
pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan
hambatan, tantangan dan peluang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu
membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
pogram/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat
daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan
kepada kepalaperangkat daerah.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsinya perangkat
daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsinya
perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja renstra perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai :

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
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terhadap rumusan program dan kegiatan.

- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan.

- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak
sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program/kegiatan, pagu Indikatif, maupun kombinasi
keduanya.

BAB 1V. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup
Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu
mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut.
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Rencana Kerja Tahun 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
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Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas
kinerja instansi pemerintah dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan
yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target
kinerja dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024
yang didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas
Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan tugas
dan fungsi pada urusan wajib bukan pelayanan dasar yang meliputi
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian;

Pelaksanaan kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2024 secara umum
telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target serta
memenuhi output yang ditetapkan. Jumlah program dan kegiatan yang
dilaksanakan sebanyak 5 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan
yang terdiri dari 15 sub kegiatan rutin (program penunjang urusan

pemerintahan daerah) dan 18 sub kegiatan pembangunan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir

periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

e . Tingkat
Kinerja ) )
No.| Utama/Sasaran In(%lkat.or Targ.et Realisasi Kel.naj uan
Strategis Kinerja AKkhir 2024 (ng?at
Renstra Capaian
terhadap Target
AKkhir Renstra)
1 Meningkatnya  [Indeks Sistem
implementasi Pemerintahan
Sistem Berbasis 4 4,16 104%
Pemerintahan Elektronik
Berbasis (SPBE)
Elektronik
(SPBE)
2 Meningkatnya  [Nilai SAKIP
Tata Kelola Perangkat 86,5 (A) 85,20 98,49%
Birokrasi Daerah
Pemerintahan Persentase
yang Efektif, Realisasi
Efisien dan Anggaran 95,80% | 96,25 100,47%
Akuntabel. Perangkat
Daerah
Indeks
Profesionalitas 92 84,24 91,56%
ASN
3 Optimalisasi Jumlah Inovasi
Kualitas yang
Pelayanan terinternalisasi 21 19 90,47%
melalui dan
Pembangunan  tersosialisasi
Inovasi yang serta
Mempunyai Nilaiberkelanjutan
Tambah

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir

renstra tahun 2021 - 2026 maka ada beberapa indikator sasaran yang telah

mencapai atau melampaui target akhir renstra yakni :

a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan

realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 4,16 yang berarti

telah melampaui target akhir periode Renstra Diskominfo Tahun

2021- 2026; dan
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b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan realisasi

capaian kinerja tahun 2024 sebesar 96,25% yang berarti telah

melampaui target akhir periode Renstra Diskominfo Tahun 2021-

2026.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan.

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya

celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan

yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk

penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau

peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kabupaten Mojokerto,

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo

telah dapat dilaksanakan

sebagaimana

mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian target sasaran strategis

yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.2
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi
Tahun 2024
N S . Target |Realisasi|
’ Stal"saz::zzlils fnatiator Tahun | Tahun (1; ingkat Kategori |Sumber data
Kinerja 2024 2024 apaian

1 | Meningkatnya | Indeks Sistem 3,75 4,16 110,93% | Sangat |Laporan
implementasi Pemerintahan Berhasil |Hasil .
Sistem Berbasis Evaluasi
Pemerintahan Elektronik gllgﬁks SPBE
Berbasis (SPBE) KomenP AN-
Elektronik RB
(SPBE)

Perhitungan Indeks sebesar 4,16 diperoleh dari hasil evaluasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan
oleh Kementerian PAN-RB sebagaimana tercantum dalam Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Walaupun sudah melampaui target kinerja, namun masih terdapat
permasalahan yang dihadapi yaitu :

e Kurang optimalnya tata kelola teknologi informasi;
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e Kurang optimalnya pengembangan infrastruktur teknologi
informasi;

e Kurang optimalnya pengembangan dan pengelolaan sistem
informasi;

e Rentannya keamanan informasi;

e Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral sebagai
dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;

e Belum optimalnya pengelolaan layanan informasi dan
komunikasi publik; dan

e Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat
Daerah

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Diskominfo
Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis : ‘“Meningkatnya implementasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” dengan indikator Indeks
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tahun 2024
terealisasi sebesar 4,16 dan tingkat capaian sebesar 110,93% dengan
predikat Sangat Berhasil. Hal ini menjadi faktor penunjang terhadap

keberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan

Informatika.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Adapun rencana upaya perbaikan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai
berikut :

e Mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
terintegrasi untuk mewujudkan Smart City di Kabupaten
Mojokerto;

e Membangun basis data yang terpadu dan up-to-date melalui Satu
Data Palapa yang mendukung perencanaan, pengendalian,
evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang
berbasis data (Data Driven Decision Making) di Kabupaten
Mojokerto;

e Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam implementasi

keterbukaan informasi publik.
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Tabel T-C 29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Perkiraan Realisasi Capaian

Capaian Program | Target Kinerja Tahun Lalu (n-2) Program dan Target Renstra Perangkat

(Renstra Hasil Program Kegiatan Daerah s/d tahun berjalan

Urusan / Bidang Urusan . o Perangkat dan !(eluaran Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja Realisasi Tingkat

Kode Pemerintahan Daerah Dan Indikator Klner!a Program (Outcomes) Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Capaian Capaian

Program / Kegiatan | Kegiatan (Output) 2021-2026 tahun 2023 Daerah Tahun Daerah tahun Daerah tahun Program dan Realisasi

2024 (n-2) 2024 (n-2) 2025 (n-1) Kegiatan s/d Target
tahun Renstra (%)
berjalan 2025
(tahun n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

;Zfr::t;::;“t‘:'rg‘:;ipr°9’a"‘ GULIELES 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 105%
A 100% 96,71% 95% 96,25% 105,12% 95,45% 96,14% 96,14%
Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 85 89,81 90,00 84,24 93,60% 90 88,02 103,55%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 84,12 85,2 86 85,2 99,53% 86 85,47 101,60%
Nilai RB Perangkat Daerah 83,25 (A)
#z:‘;‘;’:la'l'l‘l:;’:f'si’ft';gb:f;:};’,':ﬂ:as' ca 21 Inovasi 16 Inovasi 19 Inovasi 19 Inovasi 100,00% 20 Inovasi 19 Inovasi 90,48%

2.16.01.2. Persentase Dokumen Perencanaan, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

01 Perenca.na.an, Il’enganggaran gl Penganggaran dan Evaluasi Perangkat

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ’

Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan

2.16.01.2. Penvusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran

01.01 Pergngkat Daerah Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai 35 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 25,71%
Ketentuan
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Program Target Kinerja Tahun Lalu (n-2) Program dan Target Renstra Perangkat
(Renstra Hasil Program Kegiatan Daerah s/d tahun berjalan
Urusan / Bidang Urusan Perangkat dan Keluaran Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Dgerah Dan Indikator Kinerja Program (Outcomes) Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Capaian Capaian
Proaram | Keaiatan | Kegiatan (Output) 2021-2026 tahun 2023 Daerah Tahun Daerah tahun Daerah tahun Program dan Realisasi
9 g 2024 (n-2) 2024 (n-2) 2025 (n-1) Kegiatan s/d Target
tahun Renstra (%)
berjalan 2025
(tahun n-1)
B T PR T 1 24 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 6 Dokumen 18 Dokumen 75,00%
2.16.01.2. i
0107 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evgluam Perangkat Daerah 30 dokumen/ laporan 13 dokumen/ 13 dokumen/ 43,33%
. yang Tersusun sesuai Ketentuan laporan laporan
JDL:EI;E Kepavan Bl e e P 28 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 100% 7 laporan 21 laporan 75,00%
- . Persentase Laporan Administrasi Keuangan
216.01.2. | Administrasi Keuangan Perangkat | b .\ ot Daerah Yang Tersusun Sesuai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%
1 EEel] Ketentuan
2.16.01.2. . " . Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan .
02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Tunjangan ASN 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00%
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 136 orang/ 14 bulan | 29 orang/ 14 bulan | 29 orang/ 14 bulan | 29 orang/ 14 bulan 85,20% 34 orang/ 14 bulan | 920an9/ 14 67,65%
Tunjangan ASN bulan
2.16.01.2. | Penyediaan Administrasi Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang 0
02.02 Pelaksanaan Tugas ASN Tersusun sesuai Ketentuan 60 bulan 0 bulan 0 bulan 0 bulan 0 0 bulan 0,00%
f,‘;’l‘;'f:aﬁ’;’:g?‘jga"s'a:gEenye"'aa" Administrasi 12 Dokumen 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 Dokumen 12 Dokumen 100,00%
- . . Persentase Dokumen Administrasi
2ol | sl bl el Kepegawaian Perangkat Daerah Yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
05 Perangkat Daerah .
Tersusun Sesuai Ketentuan
2.16.01.2. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas . . . N
05.02 Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Perlengkapannya 360 pegawai 32 pegawai 32 pegawai 8,8%%
‘Ij(lgl?alr?gkzzgit Plebatn Bl pzzizils Aot 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00%
2.16.01.2. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Junlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8 8 : . ?
05.07 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan S et Gl el il pegevie [ LU
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Program Target Kinerja Tahun Lalu (n-2) Program dan Target Renstra Perangkat
(Renstra Hasil Program Kegiatan Daerah s/d tahun berjalan
Urusan / Bidang Urusan . o Perangkat dan !(eluaran Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kmer!a Program (Outcomes) Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Capaian Capaian
Program /| Kegiatan | Kegiatan (Output) 2021-2026 tahun 2023 Daerah Tahun Daerah tahun Daerah tahun Program dan Realisasi
2024 (n-2) 2024 (n-2) 2025 (n-1) Kegiatan s/d Target
tahun Renstra (%)
berjalan 2025
(tahun n-1)
216.01.2. | Administrasi Umum Perangkat Persentase Terpenuhinya Kebutuhan
06 Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah (e LR L R

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.16.01.2. | Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Komponen .
06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00%
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 4 paket 1 paket 1 paket 25,00%
Disediakan
2.16.01.2. i i
0602 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00%
. Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 5 S
Kantor yang Disediakan 11 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 21,27%
2.16.01.2. i isti
Penyediaan Bahan Logisti Kantor | umiah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00%
06.04 Kantor
é‘i‘sr‘;'jiglz anke‘ Beluzin Bl Savian g 44 paket 10 paket 10 paket 10 paket 100% 10 paket 30 paket 68,18%
2.16.01.2. | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Barang .
06.05 Penggandaan Cetakan dan Penggandaan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00%
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan o o
yang Disediakan 8 paket 2 paket 2 paket 2 paket 100% 2 paket 6 paket 75,00%
2.16.01.2. i
0607 | Penyediaan Bahan / Material Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan / 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00%
. Material
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 8 paket 2 paket 2 paket 2 paket 100% 2 paket 6 paket 75,00%
2.16.01.2. 60 bul
06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu vian 12 bulan 12 bulan 20,00%
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan 100% 5 laporan 15 laporan 75,00%
2.16.01.2. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi . A . o
06.09 dan Konsultasi SKPD Frekuensi Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00%
50 laporan 51 laporan 102% 60 laporan
el Lefg ey Pens Eg by [l 230 laporan 51 laporan > 2 ° > 162 laporan 70,43%
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Program | Target Kinerja Tahun Lalu (n-2) Program dan Target Renstra Perangkat
(Renstra Hasil Program Kegiatan Daerah s/d tahun berjalan
Urusan / Bidang Urusan Perangkat dan Keluaran Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Dgerah Dan Indikator Kinerja Program (Outcomes) Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Capaian Capaian
Proaram | Keaiatan | Kegiatan (Output) 2021-2026 tahun 2023 Daerah Tahun Daerah tahun Daerah tahun Program dan Realisasi
9 g 2024 (n-2) 2024 (n-2) 2025 (n-1) Kegiatan s/d Target
tahun Renstra (%)
berjalan 2025
(tahun n-1)
. . Persentase Terpenuhinya Kebutuhan
PTG | PR B L SRR E Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 100% 100% 100% 100%
08 Urusan Pemerintahan Daerah :
Pemerintahan Daerah
2.16.01.2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa .
08.02 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 0 o
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 36 laporan 75,00%
2.16.01.2. i i i
%500 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00%
. Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan ) )
Umum Kantor yang Disediakan 48 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 36 laporan 75,00%
2.16.01.2. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan 100%
09 Penunjang Urusan Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 100% 100%
Daerah Pemerintahan Daerah
216.01.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa
09.02 Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan . . 14 kendaraan o
il . . . : 100 kendaraan dinas 14 kendaraan dinas . 14,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau dinas
Operasional atau Lapangan Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
(']:23"93" V) PR I TRl 2 IS 56 unit 14 unit 14 unit 14 unit 100% 14 unit 42 unit 75,00%
Perizinannya
2.16.01.2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedun Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan /
09.09 ’ 9 Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00%
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya : . . . . . . o
yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 9 unit 75,00%
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Program | Target Kinerja Tahun Lalu (n-2) Program dan Target Renstra Perangkat
(Renstra Hasil Program Kegiatan Daerah s/d tahun berjalan
Urusan / Bidang Urusan Perangkat dan Keluaran Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Dgerah Dan Indikator Kinerja Program (Outcomes) Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Capaian Capaian
Proaram | Keaiatan | Kegiatan (Output) 2021-2026 tahun 2023 Daerah Tahun Daerah tahun Daerah tahun Program dan Realisasi
9 g 2024 (n-2) 2024 (n-2) 2025 (n-1) Kegiatan s/d Target
tahun Renstra (%)
berjalan 2025
(tahun n-1)
2.16.01.2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Jumlah Terpenuhinya Pemeliharan / Rehabilitasi
09.10 dan Prasarana Gedung Kantor atau Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00%
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ 120 unit 30 unit 30 unit 30 unit 30 unit 30 unit 90 unit 75,00%
Direhabilitasi
2.16.02 Program Informasi dan Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Komunikasi Publik Keterbukaan Informasi Publik e RS L e
IK : Indeks Keterbukaan Informasi Publik 73 71 79 112,01% 71 75 102,74%
216.02.2 Pengelolaan Informasi dan Persentase Pengelolaan Informasi dan
| Komunikasi Publik Pemerintah Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 88% 88% 100% 97,47% 97,47% 92,74% 105,38%
01
Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap o o o o
3'11 2'202'2' Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Pelayanan Diskominfo 84.00% 88,98% 88,98% 105,93%
Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas 600 berita 120 berita 120 berita 20,00%
1 T 1 ni 0,
Jum_lah.Doku_men Hasil Monitoring Opini dan 48 Dokumen 12 Dokumen 13 Dokumen 13 Dokumen 100% 12 Dokumen 37 Dokumen 77.08%
Aspirasi Publik
2.16.02.2. Persentase konten informasi terkait program dan 75%
01.04 Pengelolaan Konten dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah
Perencanaan Media Komunikasi sesuai dengan STRAKOM
Publik Jumlah Konten Media Komunikasi Publik Daerah 4.080 konten
yang Terkelola
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan 12 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 13 Dokumen 25 Dokumen )
Perencanaan Media Komunikasi Publik 25 Dokumen (L
2.16.02.2. | Pengelolaan Media Komunikasi Persentase diseminasi informasi publik yang ) ) . .
01.05 Publik dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM 80% 90% 0,00% 0.00% 90% 12,50%
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Program Target Kinerja Tahun Lalu (n-2) Program dan Target Renstra Perangkat
(Renstra Hasil Program Kegiatan Daerah s/d tahun berjalan
Urusan / Bidang Urusan Perangkat dan Keluaran Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Dgerah Dan Indikator Kinerja Program (Outcomes) Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Capaian Capaian
Proaram | Keaiatan | Kegiatan (Output) 2021-2026 tahun 2023 Daerah Tahun Daerah tahun Daerah tahun Program dan Realisasi
9 g 2024 (n-2) 2024 (n-2) 2025 (n-1) Kegiatan s/d Target
tahun Renstra (%)
berjalan 2025
(tahun n-1)
Jumlah media luar ruang 180 media luar ruang rua?% media luar 0 media luar ruang 0 media luar ruang 0,00%
Jumlah Rubrik Klik Mojo yang dihasilkan 25 rubrik 0 rubrik 0 rubrik 0 rubrik 0,00%
: ; ; 285 video 77 video
Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat 0 video 0 video 77 video 27.02%
Daerah
Jumlah Terpublikasinya Informasi dan 0 berita 0 berita 839 berita
Dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan 2400 berita 839 berita 34,96%
Promosi Potensi Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan o 0
Pengelolaan Media Komunikasi Publik 158 Dokumen 14 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 100% 24 Dokumen 53 Dokumen 33,54%
2.16.02.2. Persentase layanan informasi publik yang
01.06 dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi 100% 100% 100% 100,00%
(STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan
Jumiah Informag yang Terpublikasikan pada 70 informasi 71 informasi 71 informasi 101,43%
Layanan Website PPID
Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang 800 pengaduan yg 50 pengaduan yg 50 pengaduan yg 6.25%
Pelayanan Informasi Publik Terselesaikan terselesaikan terselesaikan terselesaikan
I _ 13 kel. 13 kel.
Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang 3 kel. masy.milenial ilenial lenial 433.33Y%
Terlatih IT yg terlatih IT masy.miienial yg masy.miienia 19970
terlatih IT yg terlatih IT
Jumlah Layanan Call Center 33 layanan call center 13 layanan call 13 layanan call 39,39%
center center
Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi 150 pengaduan yg 82 pengaduan yg 82 pengaduan yg 54 67%
LAPOR SP4N yang Terselesaikan terselesaikan terselesaikan terselesaikan o
e 168 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 14 Dokumen 22 Dokumen 13,10%
2.16.02.2. L X . . . . X 94 hubungan o
01.07 ayanan Hubungan Media Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi 390 hubungan media 94 hubungan media media 24,10%
Jumlah Layanan Hubungan Media 380 layanan 83 layanan 95 layanan 84 layanan 88,42% 95 layanan 262 layanan 68,95%
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Program | Target Kinerja Tahun Lalu (n-2) Program dan Target Renstra Perangkat
(Renstra Hasil Program Kegiatan Daerah s/d tahun berjalan
Urusan / Bidang Urusan . o Perangkat dan !(eluaran Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kmer!a Program (Outcomes) Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Capaian Capaian
Program | Kegiatan | Kegiatan (Output) 2021-2026 tahun 2023 Daerah Tahun Daerah tahun Daerah tahun Program dan Realisasi
2024 (n-2) 2024 (n-2) 2025 (n-1) Kegiatan s/d Target
tahun Renstra (%)
berjalan 2025
(tahun n-1)
2.16.02.2. | Penyelenggaraan Hubungan Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis
01.12 Masyarakat, Media dan Kemitraan pemerintah daerah yang menyebarkan informasi 70 KIM yang aktif 10 KIM yang aktif 10 KIM yang aktif 14,29%
Komunitas dan kebijakan pemerintah daerah
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat,
Media dan Komunitas dalam mendiseminasikan 12 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 33,33%
Informasi Program atau Kebijakan
Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang
2.16.02.2. ) ) memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi
01.14 Relasi Media dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, 12 Dokumen
dan 3. aktifdalam kegiatan relasi media
2.16.02.2. . . Jumlah permohonan Informasi Publik yang
01.17 Petayanan Informasi Publik diselesaikan sesuai peraturan perundangan 20 Permohonan
. - Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu
21)?%2 gom_tormg Infor mas| Kepuakan, publik yang berkembang dan usulan agenda 70 Rekomendasi
. pini, dan Aspirasi Publik K ISRt .
omunikasi prioritas Pemerintah Daerah
. - Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah
213%212 ﬁengelolaan Media Komunikasi daerah yang dikelola maupun pemanfaatan 8 Media
. ublik ; LA
media berbayar sesuai kriteria/juknis
2.16.03 Program Aplikasi Informatika Persentase Penyelenggaraan SPBE 85% 98,57% 98,57% 115,96%
2.16.03 Program Aplikasi Informatika Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE 39 3,7 3,8 102,70% 38 3,8 97,44%
:::l??)l?tl:taa:g 1‘m¢)ale[:1°|',1 ":‘i:;ﬁ:‘gh Persentase Pengelolaan Nama Domain yang
2460321 pusat dan Sub Domain di Lingkup g";‘;‘)";;‘:::ﬁ';?’I‘_I‘r’"gl'(‘u';e;“:n"'::;': Pusat dan 100% 100% 100% 100%

Pemerintah Daerah Kabupaten /
Kota

Kabupaten / Kota

2.16.03.2.
01.02

Penatalaksanaan dan Pengawasan
Nama Domain dan Sub Domain
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /
Kota

Persentase pengelolaan subdomain (website PD)

73%
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Kabupaten / Kota

Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Program Target Kinerja Tahun Lalu (n-2) Program dan Target Renstra Perangkat
(Renstra Hasil Program Kegiatan Daerah s/d tahun berjalan
Urusan / Bidang Urusan Perangkat dan Keluaran Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Dgerah Dan Indikator Kinerja Program (Outcomes) Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Capaian Capaian
Proaram | Keaiatan | Kegiatan (Output) 2021-2026 tahun 2023 Daerah Tahun Daerah tahun Daerah tahun Program dan Realisasi
9 g 2024 (n-2) 2024 (n-2) 2025 (n-1) Kegiatan s/d Target
tahun Renstra (%)
berjalan 2025
(tahun n-1)
Jumlah Dokumen Panatalaksanaan dan
Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain ®
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 50,00%
Kabupaten/Kota
2.16.03.2. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di
01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan o o 0 0
Intra Pemerintah Daerah akses internet yang diamankan dan disediakan 100% 100% 100% 100%
oleh Dinas Kominfo
Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 398 unit 99 unit 100 unit 101 unit 101% 99 unit 299 unit 75,13%
2.16.03.2. | Pengelolaan e-government di : .
02 Lingkup Pemerintah Daerah R R T T E I ELC] 84% 96,25% 96,25% 114,58%

Berbasis Elektronik

dengan Arsitektur SPBE

2.16.03.2. | Penatalaksanaan dan Pengawasan .
02.01 e-government dalam Jumlah tersedianya peraturan .dgerah atau _ ) ) ) ) )
' . peraturan kepala daerah terkait implementasi e- 2 Kebijakan 2 Kebijakan 0 Kebijakan 0 Kebijakan 2 Kebijakan 100,00%
Penyelenggaraan Pemerintahan
government
Daerah Kabupaten / Kota
Persentase perangkat daerah yang
mengimplementasikan layanan aplikasi umum o 0 0 0
dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai 100% 100% 100% 100%
dengan ketentuan perundang-undangan
Persentase layanan publik dan administrasi yang 100% 100% 100% 100%
diselenggarakan secara online ° ’ ’ ’
Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan
Pengawasan E-Government dalam 6 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1 Dokumen 4 Dokumen 66,67%
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.16.03.2.
02.02 ) .
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Persentase Kesesuaian Penganggaran SPBE
Induk dan Anggaran Pemerintahan 9angg 80%
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Program Target Kinerja Tahun Lalu (n-2) Program dan Target Renstra Perangkat
(Renstra Hasil Program Kegiatan Daerah s/d tahun berjalan
Urusan / Bidang Urusan Perangkat dan Keluaran Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Dgerah Dan Indikator Kinerja Program (Outcomes) Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Capaian Capaian
Proaram | Keaiatan | Kegiatan (Output) 2021-2026 tahun 2023 Daerah Tahun Daerah tahun Daerah tahun Program dan Realisasi
9 g 2024 (n-2) 2024 (n-2) 2025 (n-1) Kegiatan s/d Target
tahun Renstra (%)
berjalan 2025
(tahun n-1)
Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan
Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 50,00%
Berbasis Elektronik
2.16.03.2. Persentase perangkat daerah yang
02.03 Penge!olaan Pusat Data menggunakan layanan dan menyimpan data di 78%
Pemerintahan Daerah
pusat data pemda
élijlirélgllaPusat Data Pemerintahan Daerah yang 4 unit 2 unit 2 unit 50,00%
. ... | Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi
2.16.03.2. | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi . . ; o o 0 0
02,04 Intra Pemerintah Darah gil:gh&stem Komunikasi Intra Pemerintah 100% 100% 100% 100%
o Doy el ety etz St 8 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 8 Dokumen 100,0%
2.16.03.2. | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat . . . .
02.05 Keamanan Informasi elektronik 100% 100% 100% 100,0%
nglah .Dok.un.]en hiasll Koordinasi dan : 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 100,0%
Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2.16.03.2. | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan | Persentase PD yang mengintegrasikan datanya . 0 0 )
02.06 Informasi Elektronik dalam dashboard command centre 100% 8.77% 8.77% 8.77%
Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi 57 o gerangkat el E’eranﬁkat
Elekironik acra acra
Pengembangan Aplikasi dan Proses .
216.03.2. Bisnis Pemerintahan Berbasis Pltlersentase dolkumen proses blsnlg yang telah 70% 74% 74% 106%
02.07 . diimplementasikan secara elektronik
Elektronik
éiﬂgzigzlllgst? Lg?kny':ﬁ)gs%?kzﬁr;:n';ir:ﬁ”ntahan 200 unit 0 unit 0 unit 0 unit 50 unit 50 unit 25,00%
2.16.03.2. | Penyelenggaraan Sistem Persentase PD yg memanfaatkan sistem 70% 0% 0% 0
02.08 Penghubung Layanan Pemerintah penghubung layanan pemerintah ° ° ° °
Wil REVETETD AUBISTEN [ eI CE Tl 77 layanan 8 layanan 0 layanan 0 layanan 12 layanan 20 layanan 25,97%

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Program Target Kinerja Tahun Lalu (n-2) Program dan Target Renstra Perangkat
(Renstra Hasil Program Kegiatan Daerah s/d tahun berjalan
Urusan / Bidang Urusan Perangkat dan Keluaran Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Dgerah Dan Indikator Kinerja Program (Outcomes) Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Capaian Capaian
Proaram | Keaiatan | Kegiatan (Output) 2021-2026 tahun 2023 Daerah Tahun Daerah tahun Daerah tahun Program dan Realisasi
9 g 2024 (n-2) 2024 (n-2) 2025 (n-1) Kegiatan s/d Target
tahun Renstra (%)
berjalan 2025
(tahun n-1)
2.16.03.2. | Pengembangan dan Pengelolaan Persentase kegiatan yang terfasilitasi command 0 0 0 0
02.09 Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas | center 2% 66% 66% 71,74%
. . 70% 100% 100% 142,86%
Persentase implementasi smart government
Jumlah Dokumen Program Inovasi yang
Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan 16 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 6 Dokumen 37,50%
Smart City
2.16.03.2 Pengembangan dan Pengelolaan Jumlah pengelola TIK yang tersertifikasi
~an | SumberDaya Teknologi Informasi S : . 15 orang 10 orang 0 orang 0 orang 10 orang 66,67%
02.10 . . kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo
dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan
dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi 8 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 75,00%
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2.16.03.2. | Pengelolaan Government Chief Jumiah rekomendasi/bersetuiuan 50 rekomendasi/ 15 rekomendasi/ 15 rekomendasi/ 30 00%
02.11 Information Officer (GCIO) P ) persetujuan persetujuan persetujuan i
Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief 5
Information Officer (GCIO) 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 50,00%
2.16.03.2. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan . ; ; i %
02.12 Pengembangan Ekosistem SPBE Jumlah kegiatan monev SPBE yang terlaksana 20 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 20%
e D8 STE T B SEES) CE 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 33,33%
Pelaporan Penyelenggaraan SPBE
2.16.03.2. | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan
02.15 lingkungan Pemda SPBE di lingkungan Pemda 4 Dokumen  Dokumen
2.16.03.2. Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan 46 Perangkat 0 Perangkat
Penyelenggaraan Kabupaten atau L
02.23 sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas Daerah Daerah
Kota Cerdas
2.16.03.2. | Penyelenggaraan Jaringan Intra J:nmlat';r%ir;?r?kzz?wazr:n:rlir?e:;el:?r?h Kab/Kota 46 Perangkat 34 Perangkat
02.24 Pemerintah Daerah yang g deng 9 Daerah Daerah

Pemerintah Daerah Kab/Kota
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Indeks KAMI

bernilai tinggi 20

bernilai tinggi 15

Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Program Target Kinerja Tahun Lalu (n-2) Program dan Target Renstra Perangkat
(Renstra Hasil Program Kegiatan Daerah s/d tahun berjalan
Urusan / Bidang Urusan Perangkat dan !(eluaran Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (Outcomes) Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Capaian Capaian
Program | Kegiatan | Kegiatan (Output) 2021-2026 tahun 2023 Daerah Tahun Daerah tahun Daerah tahun Program dan Realisasi
2024 (n-2) 2024 (n-2) 2025 (n-1) Kegiatan s/d Target
tahun Renstra (%)
berjalan 2025
(tahun n-1)
916.03.2 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi
'02' 28' " | Literasi SPBEdan/atau kolaborasi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi 1 Dokumen 0 Dokumen
' penyelenggaraan SPBE penyelenggaraan SPBE
Program Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan Persandian
2.21.02 Persandian untuk Pengamanan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 80% 82,40% 82,40% 103,00%
Informasi Daerah Kabupaten / Kota
Indeks KAMI 400 300 648 216% 300 948 237,00%
921,022 Penyelenggaraan Persandian untuk Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk 125%
0'1 ~=" | Pengamanan Informasi Pemerintah Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 80% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota
| | PersentaselayananElektonkyangDiamenkan [ 90% | [ 0% [ 0% | oo [ 8% [ 000% | 10000% |
2.21.02.2. M 10 kebijakan 2 kebijakan 2 kebijakan 20,00%
01.01 Fonetapan Heblakan dzanti'a(:r']‘;'a Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan : : :
Lo . . Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
Komunikasi Sandi Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan
Daerah Kabupaten / Kota paten yang P
2 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan
Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen
PemerintahDaerah Kabupaten yang Ditetapkan
2.21.02.2. . 10 Sistem Elektronik 3 Sistem Elektronik 3 Sistem 30,00%
01.02 gzl:ges%?::: g&‘;ﬁf DK;?:tUhan dan Persentase Sistem Elektronik/Aset Informasi Elektronik
K ) . Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori
eamanan Informasi Pemerintah Rendah
Daerah Kabupaten / Kota
Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan 2 laporan 100,00%
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi 1 laporan 1 laporan 2 laporan
Pemerintah Daerah Kabupaten
Pelaksanaan Keamanan Informasi 3 Sistem 27,27%
2.21.02.2. | Pemerintahan Daerah Kabupaten / Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan . . . . Elektronik
01.03 Kota Berbasis Elektronik dan Non dengan sertifikat elektronik 11 Sistem Elektronik 3 Sistem Elektronik
Elektronik
sistem elektronik sistem elektronik sistem elektronik 75%

bernilai tinggi 15
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Program | Target Kinerja Tahun Lalu (n-2) Program dan Target Renstra Perangkat
(Renstra Hasil Program Kegiatan Daerah s/d tahun berjalan
Urusan / Bidang Urusan Perangkat dan Keluaran Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Dgerah Dan Indikator Kinerja Program (Outcomes) Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Capaian Capaian
Proaram | Keaiatan | Kegiatan (Output) 2021-2026 tahun 2023 Daerah Tahun Daerah tahun Daerah tahun Program dan Realisasi
9 g 2024 (n-2) 2024 (n-2) 2025 (n-1) Kegiatan s/d Target
tahun Renstra (%)
berjalan 2025
(tahun n-1)
status kesiapan cukup status kesiapan status kesiapan 25%
500 cukup 123 cukup 123
Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan
Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10 laporan 1 laporan 4 laporan 4 laporan 100% 1 laporan 6 laporan 60,00%
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
221.02.2 Penetapan Pola Hubungan Persentase Penetapan Pola Hubungan
0'2 ™| Komunikasi Sandi Antar Perangkat | Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah 37% 56,53% 56,53% 152,78%
Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota
2.21.02.2. | Operasionalisasi Jaring Komunikasi 37% 26,31% 26,31% 71,11%
02.01 Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten | Persentase titik PHKS yang diamankan
/ Kota
Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung 57 Perangkat Daerah 19 Perangkat 0 Perangkat Daerah 0 Perangkat Daerah 57 Perangkat 76 Perangkat 133339,
dalam Jaring Komunikasi Sandi Daerah Daerah Daerah it
Program Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab 0 0 0 0
2.20.02 Statistik Sektoral Mojokerto 80% 116,17% 116,17% 145,21%
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 35 29 2,61 90,00% 3 2,805 80,14%
2.20.02.2. P.en'yelenggaraan Statistik Sektoral Persentase Ketersediaan Data Statistik 80% 119,83% 100% 112,50% 112,50% 116,17% 145,21%
01 di Lingkup Daerah Kabupaten /

Kota

Sektoral Kabupaten Mojokerto
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Program | Target Kinerja Tahun Lalu (n-2) Program dan Target Renstra Perangkat
(Renstra Hasil Program Kegiatan Daerah s/d tahun berjalan
Urusan / Bidang Urusan Perangkat dan Keluaran Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Dgerah Dan Indikator Kinerja Program (Outcomes) Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Capaian Capaian
Proaram | Keaiatan | Kegiatan (Output) 2021-2026 tahun 2023 Daerah Tahun Daerah tahun Daerah tahun Program dan Realisasi
9 g 2024 (n-2) 2024 (n-2) 2025 (n-1) Kegiatan s/d Target
tahun Renstra (%)
berjalan 2025
(tahun n-1)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peranakat daerah vang mendaunakan 57 Perangkat 100,00%
2.20.02.2. | Pengumpulan, Pengolahan, Analisis perang yang 99 57 Perangkat Daerah
AT - data statistik dalam menyusun perencanaan dan 57 Perangkat Daerah
01.01 dan Diseminasi Data Statistik luasi pemb daerah Daerah
Sektoral evaluasi pembangunan daera
Jumlah Data Statistik Sektoral yang 3000 data 2190 data 2190 data 73,00%
Terpublikasikan dalam portal Satu Data
Kab.Mojokerto
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan 76 Dokumen 18 Dokumen 18 Dokumen 18 Dokumen 100,00% 18 Dokumen 54 Dokumen 71.05%
Diseminasi Data Statistik Sektoral '
Peningkatan kapasitas SDM
2.20.02.2. | Pemerintah Daerah dalam _ . 60 pengelola
01.02 Peningkatan Mutu Statistik Daerah Jumlah Pengelola Data Statistik yang Terlatih
yang Terintegrasi
Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya 346 orang 0 orang 0 orang 0 orang 108 orang 108 orang 31,21%
dalam Peningkatan Mutu Staistik Daerah yang
Terintegrasi
2.20.02.2. | Membangun Metadata Statistik Persentase kelengkapan metadata kegiatan 70%
01.03 Sektoral statistik sektoral
JL_ijah Metadata Statistik Sektoral yang 116 Dokumen 29 Dokumen 29 Dokumen 25,00%
Dihimpun
2.20.02.2. 2 unit
01.05 Pengembangan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Statistik 6 unit 2 unit 33,33%
2.2002.2. | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik ) - 2 kebijakan
01.06 Sekioral di Daerah Jumlah Kebijakan Statistik Sektoral
Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun 29
2.20.02.2. | Peningkatan Peran Statistik Sektoral | Persentase Perangkat Daerah yang 100% 41.30%
01.08 terhadap Sistem Statistik Nasional menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, ° e
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Target Kinerja Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Perkiraan Realisasi Capaian
Capaian Program Target Kinerja Tahun Lalu (n-2) Program dan Target Renstra Perangkat
(Renstra Hasil Program Kegiatan Daerah s/d tahun berjalan
Urusan / Bidang Urusan . o Perangkat dan I_(eluaran Target Renja Realisasi Renja Ti_ngk:_;\t (Renja Realis_asi Tinglfat
Kode Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kmer!a Program (Outcomes) Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Capaian Cap_alan.
Program / Kegiatan | Kegiatan (Output) 2021-2026 tahun 2023 Daerah Tahun Daerah tahun Daerah tahun Program dan Realisasi
2024 (n-2) 2024 (n-2) 2025 (n-1) Kegiatan s/d Target
tahun Renstra (%)
berjalan 2025
(tahun n-1)
Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau
Penyusunan Kebijakan
2.20.02.2. | Peningkatan Kualitas Data Statistik Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis 80% 0.00%
01.09 Sektoral tepat waktu ’
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil
dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok
indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan,
keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Analisis kinerja pelayanan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yang tercantum
dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan target. Adapun
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel T-C 30

Kabupaten Mojokerto
SPM/ Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
No Indikator standar IKK | Tahun Tahun | Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catatan Analisis
nasional 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027
(thnn-2) | (thnn-1)] (thnn) | (thnn+1)| (thnn-2) | (thnn-1)| (thnn) | (thn n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Pada tahun 2024-2025
1 | Indeks SPBE - - 3,75 422 - - 4,16 - - IKU Dinas Komunikasi
dan Informatika yaitu
Indeks SPBE, namun per
tahun 2026 indeks SPBE
berubah menjadi Indeks
2 | Indeks Pemdi - - - - 2,00 2,10 - - Pemerintah Digital/Indeks

Pemdi
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika

Untuk dapat mencapai penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto masih keterkaitan

dengan baik dengan tingkat provinsi atau kabupaten dan kota lain maupun
tingkat pusat dalam rangka pencapaan kinerja pembangunan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto

yang transparan dan
akuntabel

yang terintegrasi

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
I | Sistem pemerintahan |1. Infrastruktur TIK 1. Keterbatasan
digital dan layanan belum merata anggaran
publik berbasis TIK pembangunan TIK
belum optimal 2. Aplikasi dan sistem |l. Pengembangan
digital belum aplikasi dilakukan
terintegrasi sectoral dan tidak
berpedoman pada
standar
interoperabilitas
3. Rendahnya kualitas |1. Belum semua
layanan digital ASN terlatih
Pemerintah Daerah dalam penggunan
aplikasi SPBE
2. Kurangnya
evaluasi dan user
feedback
2 | Belum optimalnya 1. Belum adanya 1. Belum semua
pengelolaan strategi komunikasi Perangkat Daerah
komunikasi publik komunikasi publik menyediakan

akses terhadap
informasi publik
secara multi
platform

2. Rendahnya

pemahaman dan
kompetensi
aparatur pengelola
komunikasi publik
dan komunitas
dalam pengolahan
konten publikasi
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Tata kelola data
daerah belum
mendukung
pengambilan
keputusan berbasis
data

1. Data Perangkat 1. Belum
Daerah tidak optimalnya
terintegrasi dan . .
masih tersebar implementasi
Satu Data
Indonesia
2. Validitas dan akurasi | 1. Belum kuatnya
data belum terjaga mekanisme
kontrol kualitas
data pada
Perangkat Daerah

selaku produsen
data

Keamanan siber dan
perlindungan data
daerah belum
memadai

1. Sistem keamanan
informasi belum
dilaksanakan secara
menyeluruh

1. Belum
diterapkannya
standar keamanan
informasi (ISO
27001)

2. Kurangnya SDM

keamanan TI

3. Kurangnya

anggaran
keamanan dan
perlindungan
siber

Rendahnya literasi
digital masyarakat

1. Masyarakat kesulitan

mengakses dan
memanfaatkan
layanan digital

1. Kurangnya
pelatihan literasi
digital berbasis
komunitas

2. Kesenjangan

akses TIK di
wilayah pedesaan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2026 | 32




Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

) Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan
Potensi Daerah yang .
No . .. Permasalahan PD yang relevan PD Isu Strategis PD
Menjadi Kewenangan PD dengan PD
Global Nasional Regional

1 | Letak geografis Kabupaten Infrastruktur TIK Masih Kesenjangan Percepatan Pembangunan Peningkatan
Mojokerto yang strategis di belum merata kurangnya akses digital transformasi | infrastruktur infrastruktur
bagian tengah Jawa Timur kualitas tata (digital divide) | digital TIK daerah Teknologi
mendukung pengembangan kelola Informasi dan
jaringan komunikasi berbasis pemerintahan Komunikasi
fiber optik dan wireless dan (TIK)

2 | Komitmen tinggi Pemerintah | Aplikasi dan sistem kepemimpinan Sovereignty Digitalisasi Transformasi
Kabupaten Mojokerto digital belum di daerah digital pelayanan digital layanan
terhadap Sistem terintegrasi (kedaulatan publik di daerah | publik dan
Pemerintahan Berbasis digital) dan administrasi
Elektronik (SPBE) regulasi pemerintahan

platform global
Rendahnya kualitas - Kapasitas SDM | Peningkatan
layanan digital TIK di daerah SDM TIK
Pemerintah Daerah

3 | Kabupaten Mojokerto sebagai | Data Perangkat Al, big data dan | Implementasi | Penerapan Satu | Optimalisasi
daerah dengan beragam Daerah tidak etika teknologi Satu Data | Data Daerah penyelenggaraan
potensi wisata, UMKM, terintegrasi dan masih Indonesia Satu Data Palapa
pertanian dan industri tersebar Kabupaten
menghasilkan data besar (big Mojokerto
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data) yang perlu dikelola
dengan baik

Validitas dan akurasi
data belum terjaga

Validitas dan
kualitas data

Kualitas dan
konsistensi data

Validitas dan
kualitas data

sektoral pembangunan statistik sektoral
Tingginya penggunaan media | Belum adanya Kebebasan Keterbukaan | Kapasitas PPID | Keterbukaan
sosial di Kabupaten Mojokerto | strategi komunikasi digital dan informasi | dan keterbukaan | informasi publik
membuka ruang pengelolaan komunikasi publik disinformasi publik informasi yang
informasi publik secara cepat | yang terintegrasi global lemah
dan masif
Generasi muda sangat Masyarakat kesulitan Kesenjangan Rendahnya | Disparitas Peningkatan
potensial sebagai agen mengakses dan literasi digital tingkat literasi digital literasi digital
transformasi digital lokal memanfaatkan antar negara literasi antar wilayah masyarakat

layanan digital digital

nasional
Semakin banyaknya sistem Sistem keamanan Meningkatnya Pengamanan | Kelemahan Peningkatan
pelayanan online di Kabupaten | informasi belum ancaman siber sistem sistem sistem keamanan
Mojokerto memunculkan dilaksanakan secara global (cyber pemerintah | keamanan informasi
kebutuhan akan sistem menyeluruh threats) dan informasi
keamanan informasi yang kuat infrastruktur | Pemerintah

digital Daerah
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Sebagai upaya dalam menghadapi dan mengatasi isu isu strategis dan
permasalahan diatas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Mojokerto telah menerapkan teknologi informasi pada sebagian besar
pelayanan dan sebagian sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi
melalui :

1. Layanan Tata Naskah Dinas melalui www.e-office.mojokertokab.go.id
Tata naskah dinas (surat dinas, disposisi dll) adalah urat nadi yang
bertanggung jawab terhadap berjalannya sebuah sistem birokrasi.
Kecepatan lalu lintas yang dijalankan melalui sistem tata naskah dinas
inilah yang menentukan baik buruknya kualitas layanan birokrasi di
pemerintahan. Aplikasi e-office  memberikan kemudahan bagi
perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan tata naskah dinas,
seperti persuratan, tanda tangan dan pengiriman surat yang semuanya
telah dilakukan secara online. Aplikasi e-office telah tersertifikasi Balai
Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara melalui
proses panjang dan tidak mudah. Melalui e-office tidak perlu lagi
mengirimkan surat ke OPD dengan waktu lama, cukup 1 detik surat
telah sampai ke OPD yang dituju. Tanda tangan dokumen, tanpa perlu

menunggu pejabat terkait, cukup dengan membuat permohonan tanda

tangan, secara otomatis akan sampai digenggaman pejabat yang dituju.

v 13 E-Office
e -

Layanan Administrasi
Pemerintahan
Kabupaten Mojokerto

Login Menggunkan 550 &

’.3 Méjfﬁkertn

Gambar 2.1
Screenshot E-Office

2. Layanan Informasi Dan Dokumentasi
Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik dan

implementasi atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019
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tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto telah
melaksanakan transparansi informasi publik melalui pengelolaan
website sebagai berikut :

a. Portal pemerintah  Kabupaten @ Mojokerto  melalui

https://mojokertokab.go.id/. Masyarakat dapat mengetahui

kegiatan pemerintah daerah dan dapat menggunakan website
untuk mendapatkan layanan informasi dan layanan

pengaduan lewat media online.

G % mojokerokehgoid a¢ @00 =@ |

‘3 ng}bkerto e

o
X

PENGUMOMAN - i e
Kabupaten Moj

okerto

Full Of Maj: atress

ry
E 3
Gambar 2.2

Screenshot https://mojokertokab.go.id/

b. Portal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Mojokerto melalui https://diskominfo.mojokertokab.go.id/

Masyarakat bisa mendapatkan informasi segala kegiatan Dinas
Kominfo dan juga dapat mengakses segala layanan online yang
diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto melalui official website Dinas Kominfo.

o diskominfomajokertokab.goid

CEX SUMBER INFORMASI  BERBAGI INFORMASI flisaeslpoiper

saat menerima

Info Penting
I

Gambar 2.3
Screenshot https://diskominfo.mojokertokab.go.id/
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c. Website PPID melalui http://ppid.mojokertokab.go.id/

Untuk keterbukaan informasi publik secara online telah
dirumuskan penguatan portal website PPID Kabupaten dan
PPID OPD yang berisikan Daftar Informasi Publik (DIP) yang
terbagi dalam informasi berkala, informasi serta merta dan

informasi setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

Q-‘: e ppidmojokentokab.goid 6 Q@ ﬁ) » 0 @

Selamat Datang

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Gambar 2.4
Screenshot http://ppid.mojokertokab.go.id

d. Media sosial melalui http://instagram.com/kominfokab mojokerto;

Masyarakat bisa mendapatkan informasi segala kegiatan yang
diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto melalui official akun instagram Dinas

Kominfo.

SOSIALISASI ¥
TTE & E-OFFICE DESA [
DAY 1

Gambar 2.5
Screenshot http://instagram.com/kominfokab mojokerto
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e. Publikasi melalui wikafm.mojokertokab.go.id; youtube.com wika TV
Dinas Komunikasi dan Informatika selaku penanggung jawab atas
pengelolaan media  komunikasi Pemerintah  Daerah  yaitu
penyelenggaraan WIKA FM sebagai radio dan sarana media interaktif
antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui inetraktif dalam
program-program siaran radio/podcast. Pelayanan yang tersebut diatas
merupakan pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media.
Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online

(website/media sosial).

Gambar 2.6
Dokumentasi kegiatan podcast WIKA

Pelayanan yang tersebut diatas merupakan pelayanan yang mudah
diakses melalui berbagai media. Seluruh informasi tentang pelayanan

dapat diakses secara online (website/media sosial)

3. Layanan Aspirasi Dan Pengaduan melalui damarmojo.lapor.go.id dan

terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional

www.lapor.go.id;

Dengar Aspirasi Masyarakat Mojokerto adalah platform yang hadir
untuk menanggapi aspirasi, pertanyaan dan pengaduan masyarakat.
Damar Mojo merupakan media sosial masyarakat dan pemerintah
dengan prinsip mudah dan terpadu. Mudah karena bisa diakses melakui
telepon seluler, internet dan aplikasi mobile. Dalam penggunaan situs
damar mojo anda dapat bergabung dengan menggunakan akun
facebook, twitter atau mengisi formulir sederhana yang tersedia.
Setelah aktivasi akun, pengguna dapat login memberikan laporan
berupa aspirasi atau pengaduan. Pastikan laporan anda dilaporkan

secara kronologis, jelas dan lengkap juga disertai kategori laporan.
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Kirimkan laporan tersebut dan laporan anda akan masuk dalam antrian
verivikasi laporan untuk dikelola melalui layanan aspirasi masyarakat
(LAPOR) sebagai portal terpadu. Terpadu karena lapor terhubung
dengan instansi pemerintah, kementerian dan lembaga. Selain itu
Damar mojo digunakan oleh pemda sebagai sistem pengelolaan laporan
masyarakat dan satuan kerja perangkat. Sehingga laporan anda bisa
terhubung dengan instansi pemerintah terkait. Laporan yang masuk
akan diverivikasi terlebihi dahulu untuk kemudian didisposisikan
kepada pihak yang berwenang untuk mendapatakan tindak lanjut.
Percakapan antara masyarakat dan pemerintah dapat disertai data
dukung untuk memperjelas substansi laporan. Damar mojo telah
terhubung dengan 48 satuan kerja perangkat daerah, 2 lembaga non

pemerintah instansi dan terhubung dengan bupati Mojokerto.

Diskominfo

ALUR KERJA DAMAR MOJO

Kunjungi Website

o1

02

o3

04

05

06

Gambar 2.7
Screenshot https://damarmojo.lapor.go.id/

4. Layanan Panggilan Darurat Surya Mojo Siaga (Call Center 112)
Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat dilaksanakan untuk

penanganan keadaan darurat yang meliputi:
a. kebakaran;
e o
b. kerusuhan; <
c. kecelakaan; 1 1 2
d. bencana alam; | PANGGILAN DARURAT
e. penanganan masalah kesehatan;

f. gangguan keamanan dan ketertiban umum;

g. keadaaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah
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dan/atau Pemda.

Masyarakat Kabupaten Mojokerto dapat menghubungi layanan call
center 112 apabila mendapatkan keadaan darurat sebagaimana
tersebut diatas yang akan terhubung dengan instansi terkait.

Layanan Surya Mojo Siaga 112 ini aktif selama 24 Jam dalam

melayani semua masyarakat Kabupaten Mojokerto. Selain itu, layanan

ini juga bebas pulsa alias gratis.

-~ I ———
s e g o ] B
o
L e by o '

Gambar 2.8
Screenshot Call Center 112

5. Layanan Hubungan Media
SIJAMED (Sistem Informasi Kerjasama Media) merupakan inovasi
dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten
Mojokerto, dalam rangka menjalankan tugas kerjasama media
Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan media partner, secara

transparan, efektif dan efisien.

SiJA f‘ RED Beranda  TentangSfjamed  Alur  MediaPartner  Dokumen v Login

[ SISTEM INFOR
KERJA SAMA

Gambar 2.9
Screenshot https://sijamed.mojokertokab.go.id/
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6. Layanan Internet melalui pembangunan fiber optic, command center

dan digital center

Gambar 2.10
Command Center dan Control Room
7. Satu Data Palapa Kab. Mojokerto
Portel Satu Data Palapa merupakan media bagi-pakai data yang dapat
diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang
menyediakan data dan informasi yang lengkap, aktual, valid, dan

akuntabel dalam lingkup Kabupaten Mojokerto.

€ 5 @ = datamojokeriokabgoid a ¥

SATUDATA
PALAPA

Portal Satu Data
Kabupaten Mojokerto

Lebih dekat dengan Data Kabupaten Mojokerto

Q Carl Data

Gambar 2.11
Screenshot https://data.mojokertokab.go.id/
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Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat
Daerah dipengaruhi oleh faktor Lingkungan strategis. Adapun
lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan internal
yang terdiri dari kekuatan (strenghts) (S) dan kelemahan
(weakness) (W) dan lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang

(opportunity) (O) dan tantangan (threats) (T).

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal
organisasi merupakan hal yang penting dalam menetapkan faktor-
faktor penentu keberhasilan (critical success factors) bagi suatu
organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal
organisasi akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini diperlukan
untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap

perkembangan dan dinamika lingkungan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis
lingkungan internal dan eksternal sebagai faktor-faktor kunci
keberhasilan (key succes factors) yang merupakan faktor penentu
yang dipandang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan
sasarandengan menerapkan metode analisis SWOT (strenghts,
weaknesses, opportunities dan threats). Implementasi metode ini
akan membantu Perangkat Daerah untuk memperkuat
keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau
menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan
yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila
Perangkat Daerah mengembangkan kelemahnya karena
ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman
yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
1. Kekuatan (Strength)

a. Tersedianya anggaran yang cukup untuk merealisasikan
program kegiatan Dinas Komunikasi dan informatika;

b. Adanya regulasi Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2021
Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;
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c. Tersedianya sarana prasarana yang memadai;
2. Kelemahan (Weakness)

a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola dan
pengguna TIK;

b. Belum terintegrasinya Sistem Informasi, Database, Regulasi
dan Tata Kelola TIK terutama dalam tataran petunjuk teknis
pengelolaan TIK di tingkat Perangkat Daerah;

c. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi
komunikasi masyarakat dengan mengoptimalkan

pengembangan aplikasi TIK;

B. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
1. Peluang (Opportunities)

a. Dukungan Pemkab Mojokerto dalam upaya transparansi,
percepatan dan peningkatan layanan publik;

b. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan
tersedianya media informasi dan komunikasi untuk
didayagunakan;

c. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government/ SPBE;

d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
kebutuhan informasi terhadap layanan berbasis IT (adanya
Smart City);

2. Ancaman (Threats)

a. Globalisasi informasi dan pesatnya perkembangan TIK yang
berdampak pada keterbukaan informasi publik sehingga
kemungkinan kehilangan/kerusakan data akibat system
error/crash dan kejahatan dunia maya;

b. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata dan
terdapatnya pengelolaan media informasi yang belum
terjangkau sehingga masih ada kesenjangan informasi di

masyarakat;
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2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, merupakan
pedoman untuk penyusunan Renja PD. Renja PD merupakan kebijakan 7op
Down Planning yaitu kebijakan yang harus mengikuti arah kebijakan dari pusat
dan juga harus melaksanakan Up Down Planning yaitu harus mengadopsi
usulan dari masyarakat sehingga PD nantinya menyelaraskan antara usulan dari

bawah dan menyelaraskannya dengan kebijakan dari atas.

Review Terhadap Rancangan Awal Mojokerto akan dijelaskan pada tabel
berikut :
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Tabel T-C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Cata‘tan
Capaian Capaian Penting
Program Penunjang Progri}m
q Penunjang Urusan
1 Uusanibemerinshay Diskominfo Pemerintahan Diskominfo
Daerah Kabupaten / 7.185.570.880 5.660.616.900
Daerah Kabupaten
Kota
/ Kota

Persentase Realisasi Persentase Realisasi
Anggaran Perangkat 96,4% Anggaran Perangkat 96,4%
Daerah Daerah
Indeks Profesionalitas 855 Indeks Profesionalitas 85.5
ASN Perangkat Daerah ’ ASN Perangkat Daerah ’
Nilai SAKIP Perangkat Nilai SAKIP Perangkat
Daerah 86,1 (A) Daerah 86,1 (A)
Jumlah Inovasi yang Jumlah Inovasi yang
Terinternalisasi dan Terinternalisasi dan
Tersosialisasi serta 21 Tersosialisasi serta 21
berkelanjutan berkelanjutan
Persentase Dokumen Persentase Dokumen

Perencanaan, Perencanaan, Perencanaan, Perencanaan,

Penganggaran dan . . Penganggaran dan o Penganggaran dan . . Penganggaran dan o

1 Evaluasi Kinerja Diskominfo Evaluasi Perangkat 100% 20.000.000 | Evaluasi Kinerja Diskominfo Evaluasi Perangkat 100% 12.000.000

Perangkat Daerah

Daerah yang Tersusun
sesuai Ketentuan

Perangkat Daerah

Daerah yang Tersusun
sesuai Ketentuan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana CataFan
Capaian Capaian Penting
Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen Perencanaan Perangkat
1 Perencanaan Perangkat & 6 Dokumen 10.000.000 & 6 Dokumen 6.000.000
Daerah Perencanaan Daerah
Daerah
Perangkat Daerah
o Jumlah Laporan Evaluasi o Jumlah Laporan Evaluasi
5 | EvaluasiKinerja Kinerja Perangkat 7 Laporan 10.000.000 | Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat 7 Laporan 6.000.000
Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah Daerah
Persentase Laporan Persentase Laporan
Administrasi ﬁdm“‘“tralf‘ cat Administrasi ﬁdmmlstra;l o
2 Keuangan Perangkat Diskominfo euangan rerangka 100% Keuangan Diskominfo euangan rerangka 100%
Daeral;g & Daera‘h Yang Tersusun ’ 5.209.070.880 | |, eranggkat Daerah Daera‘h Yang Tersusun ¢ 5.057.382.000
Sesuai Ketentuan Sesuai Ketentuan
. . Jumlah Orang yang . . Jumlah Orang yang 38
3 Pen)_/edlaan Gaji dan Menerima Gaji dan 38 Pen}_/edlaan Gaji dan Menerima Gaji dan Orang/bula
Tunjangan PNS Tunjangan ASN Orang/bulan | 5.209.070.880 Tunjangan PNS Tunjangan ASN n 5.057.382.000
Persentase Dokumen
Administrasi
Administrasi Kepegawaian
i 1 1 o,
3 | Kepegawaian Diskominfo | Perangkat Daerah ) 100% 334.000.000
Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai
Ketentuan
Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian
4 Dinas Beserta Atribut Dinas beserta Atribut 2 paket 59.000.000
Kelengkapannya Kelengkapan
Pendidikan dan Junlah Pegawai
5 Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 85 oran
Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti & 275.000.000
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
Persentase Penyediaan Ad Persentase Penyediaan
Py . ini trasi Py .
Administrasi Umum ] ] Administrasi Umum . minis ) ) Administrasi Umum .
4 Perangkat Daerah Diskominfo | perangkat Daerah 100% 798.000.000 Umum Perangkat Diskominfo | perangkat Daerah 100% 96.600.000
Sesuai Ketentuan Daerah Sesuai Ketentuan
Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi
6 Instalasi Listrik/Penerangan 1 paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang p 40.000.000

Bangunan Kantor

Disediakan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No . . . o Target o . . . L Target Catatan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja . Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja . Kebutuhan Dana .
Capaian Capaian Penting
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan
7 | dan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor 1 paket
Kantor yang Disediakan 500.000.000
P disan Bah Jumlah Paket Bahan P diaan Bah Jumlah Paket Bahan
enyediaan Bahan Logistik Kantor yan enyediaan bahan Logistik Kantor yan
8 | Logistik Kantor Diian YA 5 Paket 40.000.000 | Logistik Kantor Dimian O YA > Paket 17.600.000
Jumlah Paket Barang Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan
9 | Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket 30.000.000 | Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket 20.000.000
Penggandaan Disediakan Penggandaan Disediakan
) Jumlah Paket ) Jumlah Paket
10 | penyediaan Bahan/ Bahan/Material yang 1 Paket 60.000.000 | penyediaan Bahan/ Bahan/Material yang 1 Paket 25.000.000
Materia Disediakan Materia Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Jumiah Laporan Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan
11 Jung Fasilitasi Kunjungan 4 Laporan 8.000.000 Jung Fasilitasi Kunjungan 4 Laporan 4.000.000
Tamu Tamu
Tamu Tamu
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jumlah Laporan
p enyel.eng‘garaan Rapat Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat
12 | Koordinasi dan Koordinasi dan 75 Laporan 120.000.000 dan Konsultasi Koordinasi dan 75 Laporan 30.000.000
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD SKPD Konsultasi SKPD
Persentase Pengadaan
Pengadaan Barang Barang Milik Daerah
Milik Daerah skominf Penun_!ang Urusan 00°
S Penunjang Urusan Diskominfo Pemerlfltah Daerah 100% 140.000.000
. yang Dilaksanakan
Pemerintah Daerah .
Sesuai Ketentuan
Jumlah Unit Kendaraan
Pc?ngadaan Keﬁdaraan Dinas Operasional atau )
13 | Dinas Operasional atau Lapangan yang 4 unit 140.000.000
Lapangan Disediakan
Persentase Penyediaan . Persentase Penyediaan
. . Penyediaan Jasa .
Penyediaan Jasa Jasa Penunjang Penuniang Urusan Jasa Penunjang
6 Penunjang Urusan Diskominfo | Urusan Pemerintahan 100% Jang Diskominfo | Urusan Pemerintahan 100%
! . 192.000.000 | Pemerintahan . 142.000.000
Pemerintahan Daerah Daerah sesuai Daerah Daerah sesuai

Ketentuan

Ketentuan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana CataFan
Capaian Capaian Penting
Jumlah Laporan ) Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyedl.aan.Jasa Penyediaan Jasa
14 | Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 Laporan 150.000.000 | Somunikasi, - Komunikasi, Sumber 12 Laporan 100.000.000
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Sumb?r Daya Air Daya Air dan Listrik
yang Disediakan dan Listrik yang Disediakan
) Jumlah Laporan ] Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
15 | Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 42.000.000 | Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 42.000.000
Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
Persentase Barang Pemeliharaan Persentase Barang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Barang Milik Milik Daerah dalam
Milik Daerah . . Kondisi Baik o Daerah Penunjang . . Kondisi Baik o
7| Penunjang Urusan Diskominfo 100% 492.500.000 | Urusan Diskominfo 100% 352.634.900
Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Pemeliharaan, Biaya Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak, Lapangan yang Pemeliharaan, Lapangan yang
16 | dan Perizinan Dipelihara dan 14 Unit 150.000.000 | Pajak, dan Perizinan Dipelihara dan 14 Unit 85.000.000
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Perizinannya Operasional atau Perizinannya
Lapangan Lapangan
Pemeliharaan / Jumlah Gedung Kantor Pemeliharaan / Jumlah Gedung Kantor
Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya . Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya .
17 Kantor dan Bangunan yang . o 3 Unit 300.000.000 Kantor dan yang . o 3 Unit 246.034.900
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan / Jumlah Sarana dan Pemeliharaan / Jumlah Sarana dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung
18 | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 30 Unit 42.500.000 | dan Prasarana Kantor atau Bangunan 30 Unit 21.600.000
Kantor atau Bangunan Lainnya yang T Gedung Kantor atau Lainnya yang o
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Program
Program Pengelolaan IK : Indeks Pengelolaan IK : Indeks
II | Informasi dan Kab. Mjk | Keterbukaan Informasi 81 Informasi dan Kab. Mjk Keterbukaan Informasi 81
Komunikasi Publik Publik L R L Komunikasi Publik LRI R
Publik
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana CataFan
Capaian Capaian Penting
Persentase diseminasi Persentase diseminasi
Pengelolaan Informasi dan layanan informasi Pengelolaan dan layanan informasi
dan Komunikasi publik yang Informasi dan publik yang
8 Publik Pemerintah Kab. Mjk dilaksanakan sesuai 100% Komunikasi Kab. Mjk dilaksanakan sesuai 100%
Daerah Kabupaten / ’ dengan strategi 4.542.000.000 | Publik Pemerintah ’ dengan strategi 4.645.814.952
Kota komunikasi Daerah Kabupaten komunikasi
(STARKOM) dan SOP / Kota (STARKOM) dan SOP
yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan
Jumlah aktivitas relasi Jumlah aktivitas relasi
media kepada media media kepada media
yang memenuhi kriteria yang memenuhi kriteria
sebagai berikut: 1. sebagai berikut: 1.
19 | Relasi Media terverifikasi dewan pers, 12 Laporan Relasi Media terverifikasi dewan pers, 12 Laporan
dan 2. terdaftar di Dinas 3.000.000.000 dan 2. terdaftar di Dinas 2.700.000.000
Kominfo, dan 3. aktif Kominfo, dan 3. aktif
dalam kegiatan relasi dalam kegiatan relasi
media media
Jumlah Komunitas
Kemitraan Komunikasi Informasi yang aktif
20 | dengan Komunitas mendiseminasikan 36 Komunitas 50.000.000
Informasi Masyarakat informasi dan terdaftar R
di Dinas Kominfo
Jumlah permohonan Jumlah permohonan 20
2 Pelayanan Informasi Informasi Publik yang 20 Pelayanan Informasi Informasi Publik yang Permohona
Publik diselesaikan sesuai Permohonan 495.000.000 | Publik diselesaikan sesuai 489.085.000
peraturan perundangan peraturan perundangan n
Jumlah rekomendasi Jumlah rekomendasi
Monitoring Informasi koml}nikasi terhadap isu Monitoripg kompnikasi terhadap isu 70
22 | Kebijakan, Opini, dan publik yang berkembang 70 ' Info.r.mas1 o publik yang berkembang Rekomend
Aspirasi P:lblik ’ dan usulan agenda Rekomendasi 397.000.000 Kebijakan, Opini, dan usulan agenda asi 384.540.188
komunikasi prioritas dan Aspirasi Publik komunikasi prioritas

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana CataFan
Capaian Capaian Penting
Jumlah media Jumlah media
komunikasi publik milik komunikasi publik milik
3 | Pengelolaan Media ket mauen |8 Medi Pengelolaan Media ket mauen | Medi
Komunikasi Publik pun 600.000.000 Komunikasi Publik pun 1.072.189.764
pemanfaatan media pemanfaatan media
berbayar sesuai berbayar sesuai
kriteria/juknis kriteria/juknis
Program Pengelolaan Tingkat Kematangan gzzﬁ:ftﬁlaan Tingkat Kematangan
B e LELBLAS [ 0 SO D 2SI 15.025.000.000 | Aplikasi R (R ek nuloz] il 8.047.986.640
Digital q Digital
Informatika
Pengelolaan Nama
Domain yang Telah
Ditetapkan oleh Persentase.Pelfgelolaan
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di
. . . o
9 Sub Domain di Kab. Mjk Lingkup Pemerintah 100% 75.000.000
. . Kabupaten yang Telah
Lingkup Pemerintah .
Ditetapkan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Nama
Domain dan Sub Jumlah Dokumen
Domain Pengelolaan Nama
Penyelenggaraan Domain dan Sub
24 Pemerintah Daerah dan Domain Pemerintah 2 Dokumen 75.000.000
Pengelolaan Nama Daerah serta Domain
Domain Pemerintah Pemerintah Desa
Desa
Pengelolaan e-
Pengelolaan e- i
. Persentase layanan government di Persentase layanan
government di publik yang Lingkup publik yang
3 3 0, 0
10| Lingkup Pemerintah diselenggarakan secara 26,00% 14.950.000.000 Pemerintah diselenggarakan secara 26,00% 8.047.986.640
Daerah Kabupaten / . . . . . .
online dan terintegrasi Daerah Kabupaten online dan terintegrasi
Kota
/ Kota
Koordinasi Pelak Jumlah Dokumen
oordinasi relaksanaan Koordinasi pelaksanaan
25 | Manajemen SPBE ManajemenpSPBE 8 Dokumen 250.000.000
Penyelenggaraan Jumlah perangkat daerah Penyelenggaraan Jumlah perangkat daerah
Jaringan Intra di pemerintah Kab/Kota Jaringan Intra di pemerintah Kab/Kota 46
26 Pemerintah Daerah yang terhubung dengan 46 Perangkat Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Peranckat
Kab/Kota Jaringan Intra Daerah 12.000.000.000 Kab/Kota Jaringan Intra Dac i h 6.747.986.640

Pemerintah Daerah
Kab/Kota

Pemerintah Daerah
Kab/Kota
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No . . . o Target o . . . L Target Catatan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja . Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja . Kebutuhan Dana .
Capaian Capaian Penting
Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi Jumlah Dokumen
penyelenggaraan Audit Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Fasilitasi dalam rangka
27 | TIK sesuai kewenangan penyelenggaraan Audit 3 Dokumen 300.000.000 | Audit TIK sesuai penyelenggaraan Audit 3 Dokumen 100.000.000
Dinas Kominfo TIK sesuai kewenangan kewenangan Dinas TIK sesuai kewenangan
Dinas Kominfo Kominfo Dinas Kominfo
Koordinasi Jumlah aplikasi khusus Koordinasi Jumlah aplikasi khusus
pembangunan dan/atau yang dibangun dan/atau pembangunan yang dibangun dan/atau
pengembangan Aplikasi dikembangkan sesuai dan/atau dikembangkan sesuai
Khusus yang sesuai dengan ketentuan atau pengembangan dengan ketentuan atau
dengan arsitektur dan regulasi tentang standar Aplikasi Khusus regulasi tentang standar
peta rencana SPBE teknis dan prosedur [ yang sesuai dengan teknis dan prosedur -

28 pemerintah daerah, serta pembangunan dan 20 Aplikasi 1.200.000.000 arsitektur dan peta pembangunan dan 20 Aplikasi 900.000.000
pemanfaatan Aplikasi pengembangan aplikasi rencana SPBE pengembangan aplikasi
Umum SPBE SPBE pemerintah daerah, SPBE

serta pemanfaatan

Aplikasi Umum

SPBE
Koordinasi dan Jumlah laporan Koordinasi dan Jumlah laporan
Fasilitasi Promosi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Pelaksanaan Kegiatan
Literasi SPBE dan/atau Fasilitasi Promosi Literasi SPBE Fasilitasi Promosi

29 | kolaborasi Literasi SPBE dan/atau 3 Laporan 200.000.000 | dan/atau kolaborasi Literasi SPBE dan/atau 3 Laporan 100.000.000
penyelenggaraan SPBE kolaborasi penyelenggaraan kolaborasi

penyelenggaraan SPBE SPBE penyelenggaraan SPBE
Koordinasi penyusunan Jumlah dokumen Koordinasi Jumlah dokumen
kebijakan tata kelola kebijakan tata kelola penyusunan kebijakan tata kelola
SPBE meliputi SPBE meliputi kebijakan tata kelola SPBE meliputi
arsitektur, peta rencana, arsitektur, peta rencana, SPBE meliputi arsitektur, peta rencana,

30 | proses bisnis, serta proses bisnis, serta 9 Dokumen 500.000.000 arsitektur, peta proses bisnis, serta 9 Dokumen 100.000.000
penyusunan rencana dan penyusunan rencana dan U rencana, proses penyusunan rencana dan R
anggaran SPBE anggaran SPBE bisnis, serta anggaran SPBE
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah penyusunan rencana Pemerintah Daerah

dan anggaran SPBE

Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Jumlah laporan Koordinasi dan Jumlah laporan
Fasilitasi pelaksanaan koordinasi Fasilitasi pelaksanaan koordinasi

31 | Penyelenggaraan dan fasilitasi 4 Dokumen 500.000.000 | Penyelenggaraan dan fasilitasi 4 Dokumen 100.000.000
Kabupaten atau Kota penyelenggaraan Kabupaten atau penyelenggaraan
Cerdas Kabupaten/Kota Cerdas Kota Cerdas Kabupaten/Kota Cerdas
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana CataFan
Capaian Capaian Penting
Program Program
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
IV | Persandian Untuk Kab. Mjk | Indeks KAMI 649 700.000.000 Persandian Untuk Kab. Mjk Indeks KAMI 649 200.000.000
Pengamanan Pengamanan
Informasi Informasi
Penyelenggaraan
Penyelel}ggaraan Persyandigﬁ untuk
Persandian untuk
Pengamanan . Persenta§e Layanan . Pengamaflan ' Persentase Layanan .
11 Informasi Pemerintah Kab. Mjk E!ektromk yang 85% 700.000.000 Inforn}am Kab. Mjk E!ektronlk yang 85% 200.000.000
Diamankan Pemerintah Diamankan
Daerah Kabupaten /
Kota Daerah Kabupaten
/ Kota
Pelaksanaan Keamanan Jumlah Laporan Pelaksanaan Jumlah Laporan
Informasi Pemerintahan Pelaksanaan Keamanan Keamanan Pelaksanaan Keamanan
Daerah Berbasis Informasi Pemerintahan Informasi Informasi Pemerintahan
32 | Elektronik dan Non Daerah Provinsi Berbasis 4 Laporan 300.000.000 | Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis | 4 Laporan 50.000.000
Elektronik Elektronik dan Non Daerah Berbasis Elektronik dan Non
Elektronik Elektronik dan Non Elektronik
Elektronik
Penetapan Kebijakan Jumlah Kebijakan Tata Penetapan Jumlah Kebijakan Tata
Tata Kelola Keamanan Kelola Keamanan Kebijakan Tata Kelola Keamanan
Informasi dan Informasi dan Kelola Keamanan Informasi dan
Persandian Pemerintah Persandian Pemerintah Informasi dan Persandian Pemerintah
Daerah Daerah yang Ditetapkan Persandian Daerah yang Ditetapkan
baik berupa Peraturan Pemerintah Daerah baik berupa Peraturan
Gubernur, Keputusan Gubernur, Keputusan
Gubernur maupun Gubernur maupun
33 Norma, StandaI;, 2 Dokumen 400.000.000 Norma, Standzﬁ, 2 Dokumen |15 400,000
Prosedur dan Kriteria Prosedur dan Kriteria
yang digunakan sebagai yang digunakan sebagai
panduan dalam panduan dalam
menjalankan menjalankan
penyelenggaraan penyelenggaraan
persandian persandian
Program Indeks Pembangunan Program Indeks Pembangunan
V | Penyelenggaraan Kab. Mjk | Statistik (IPS) 2,8 Penyelenggaraan Kab. Mjk | Statistik (IPS) 2,8
Statistik Sektoral ULIILILEY Statistik Sektoral UL
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No . . . o Target o . . . L Target Catatan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja . Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja . Kebutuhan Dana .
Capaian Capaian Penting
Persentase Perangkat Persentase Perangkat
Penyelenggaraan Daerah yang Penyelenggaraan Daerah yang
Statistik Sektoral di . mendapatkan o Statistik Sektoral . mendapatkan o
12| ingkup Daerah Kab. Mjk | st kegiatan 100% 1.000.000.000 | di Lingkup Daerah | K20 Mik | T o kegiatan 100% 275.000.000
Kabupaten / Kota statistik Kabupaten / Kota statistik
Persentase Perangkat Persentase Perangkat
Daerah yang Daerah yang
menggunakan data menggunakan data
statistik dalam menyusun 100% statistik dalam menyusun 100%
perencanaan perencanaan
pembangunan daerah pembangunan daerah
Persentase Perangkat Persentase Perangkat
Daerah yang Daerah yang
menggunakan data menggunakan data
statistik dalam statistik dalam
pelaksanaan monitoring 100% pelaksanaan monitoring 100%
dan evaluasi dan evaluasi
pembangunan pembangunan
daerah daerah
Persentase Perangkat Persentase Perangkat
Daerah yang Daerah yang
menyampaikan metadata menyampaikan metadata
statistik sektoral sesuai 86,00% statistik sektoral sesuai 86,00%
Standar Data Statistik Standar Data Statistik
Nasional (SDSN) Nasional (SDSN)
) Per§er}tase kegiatan Pengelolaan Perger}tase kegiatan
Pengelolaan Kegiatan statistik sektoral yang : o statistik sektoral yang
Statistik Sektoral Dalam dah dapatk Kegiatan Statistik dah dapatk
34| o - sudah mendapatkan 52,17% 300.000.000 | Scktoral Dalam sudah mendapatkan 52,17% 150.000.000
Sistem Statistik rekomendasi dari Sistem Statistik rekomendasi dari
Nasional bina data statistik : embina data statistik
pem Nasional p
Persentase kegiatan
statistik sektoral yang
telah memenuhi standar
35 Pemenuhan Prinsip Satu data, metadata, 15.21%
Data Indonesia interoperabilitas data dan ’ 150.000.000

kode referensi dan/atau
data induk
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana CataFan
Capaian Capaian Penting
Persentase kegiatan . Persentase kegiatan
. . isti Peningkatan isti
Peninekatan Kualitas statistik sektoral yang g o statistik sektoral yang
36 Statis;gik Sektoral hasilnya dapat diakses 100% 200.000.000 Kualitas Statistik hasilnya dapat diakses 100% 75.000.000
oleh pengguna data. Sektoral oleh pengguna data.
Peningkatan Kapasitas Jumlah pegawai yang
37 | Kelembagaan Statistik mendapatkan pelatihan 50 Orang 100.000.000
Sektoral di bidang statistik
Persentase kegiatan
Pt‘:laksanaa.n Proses statistik yang dilengkapi
38 Blsnis' Statistik Sektoral dokumen perencanaan 52,17% 100.000.000
Sesuai Standar kegiatan statistik sektoral
Koordinasi dan Jumlah laporan Koordinasi dan Jumlah laporan
Kolaborasi Dalam penyelenggaraan forum Kolaborasi Dalam penyelenggaraan forum
39 Penyelenggaraan satu data daerah 1 Laporan 150.000.000 Penyelenggaraan satu data daerah 1 Laporan 50.000.000
Statistik Sektoral Statistik Sektoral
28.452.570.880 18.829.418.492
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2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diskominfo Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan
rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan, salah satunya
forum konsultasi publik. Pelaksanaan forum konsultasi publik
dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada
tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan
para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran
pembangunan pada tahun yang direncanakan. Melalui forum
konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang
lebih menitik beratkan pada aspek teknokratis. Oleh karena itu forum
konsultasi dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang para
pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi /
perguruan tinggi, LSM dan OPD di Provinsi. Dari hasil forum
konsultasi tersebut, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan

lebih terkait pada pelayanan publik di sektor-sektor pembangunan.
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Tabel 2.5.1 Kamus Usulan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

KAMUS USULAN ASPIRASI MASYARAKAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2026

OPD
ISU/BIDANG PROGRAM/KEGIATAN/SUB USULAN PERSYARATAN
NO URUSAN KEGIATAN PERMASALAHAN SATUAN USULAN JENIS USULAN JENIS BELANJA PEN&%;E];JNG
ASPIRASI POKIR PROGRAM | HIBAH | BANSOS
1 Komunikasi dan | Program Pengelolaan Aplikasi Pemasangan Wifi di Unit 1. Memberikan surat Dinas
Informatika Informatika area publik yang permohonan/proposal Komunikasi dan
dikelola oleh Pemda 2. Tersedia jaringan Informatika
Pengelolaan Nama Domain Yang | (Objek Wisata, RTH, listrik
Telah Ditetapkan Oleh GOR dlI) 3. Foto/Dokumentasi;
Pemerintah Pusat dan Sub Titik Koordinat V
Domain di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem
Jaringan Intra Pemerintah
Daerah
2 | Komunikasi dan | Program Pengelolaan Aplikasi Pelatihan TIK bagi Kegiatan | 1. Memberikan surat Dinas
Informatika Informatika masyarakat permohonan/proposal Komunikasi dan
2. Mengajukan daftar Informatika
Pengelolaan e-government di peserta (minimal
Lingkup Pemerintah Daerah peserta 20 orang)
Kabupaten / Kota
Pengembangan dan v
Pengelolaan Sumber Daya
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah
Daerah
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Komunikasi dan | Program Pengelolaan Informasi dan Sosialisasi layanan Kegiatan | 1. Memberikan surat Dinas
Informatika Komunikasi Publik pengaduan permohonan/proposal Komunikasi dan
masyarakat 2. Merupakan bentuk Informatika
Lembaga Desa
Pengelqlaaq Informasi daq 3. Minimal jumlah
Komunikasi Publik Pemerintah peserta 35 orang
Daeraah Kabupaten/Kota 3. Segala biaya
ditanggung oleh
pelaksana
Pelayanan Informasi Publik kegiatan/pemohon
(desa)
Komunikasi dan | Program Pengelolaan Informasi dan Promosi potensi desa | Kegiatan | 1. Membuat surat Dinas
Informatika Komunikasi Publik melalui media permohonan disertai Komunikasi dan
komunikasi Pemda bukti pendukung Informatika
Pengelolaan Informasi dan (Podcast WIKA) E l?;incsilip(ftfﬁlz:;ilﬁan

Komunikasi Publik Pemerintah
Daeraah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Media
Komunikasi Publik

dan telah mendapat
persetujuan dari
Kepala Desa
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Rencana Kerja Tahun 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Transisi ekonomi Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip yang
mendukung pertumbuhan berbagai sektor sekaligus membuka kesempatan
yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang
memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan ekonomi bernilai
tambah yang terus meningkat dan didorong oleh sektor manufaktur dan
jasa. Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi satu dari lima ekonomi
terbesar dunia pada tahun 2045 dan menjadi pemimpin di panggung
internasional. Oleh sebab itu, transformasi digital akan menjadi katalis
yang penting dalam perjalanan ini yang akan mendorong Indonesia
berubah dari negara konsumen menjadi negara produsen.

Percepatan transformasi digital dilaksanakan melalui 5 (lima)
langkah, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan
penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital
di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional,
mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta
menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung
ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital ini
menjadi pondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital.

Indonesia digital menetapkan 6 (enam) arahan strategis untuk
mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan
kapabilitas teknologi kelas dunia, SDM yang terampil dan masyarakat yang
berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam arahan
strategis dimaksud adalah :

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal

dengan layanan berkualitas tinggi.
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. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi
melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai
kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur
cloud dan identitas digital nasional.

. Meningkatkan kapabilitas digital pada sector prioritas untuk
meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan
yang inklusif.

. Membangun Lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan
terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta
memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia
digital.

. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan

inovasi.

5 Arahan
Presiden

Pelaksanaan
Kobijakan
Transfarmasi
Digital
Indonesia

Q ARAH KEBIJAKAN

& Arah
Strategis

o ———
Ekonomi Masyarakat
Digital Drigital

4 Sektar
Strategis

Unama™ di
10 Sekior Prioritas — — -

108 inkskatit ﬁ = = ,_E-E -E % ER 55 Lé_i I%]

Faktar
Pendorong T
Utama Regulasi dan Kebdjakan Pendanasn dan Insentif

600.000

. Tebmm digitel yang etk
wmbag ek

Gambar 3.1 Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional
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Dalam arahan terkait kebijakan strategis dan program prioritas
pemerintah di bidang ekonomi melalui percepatan transformasi digital
pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bahwa
digitalisasi adalah suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk
memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Pemerintahan di era
digital membutuhkan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai pondasi
untuk membangun dan mengelola platform strategis. DPI merupakan
model arsitektur pemerintah digital yang saat ini diadopsi dunia dengan
focus pada system dasar sebagai basis pembangunan layanan. DPI meliputi
Digital ID, Data Exchange Platform, serta Digital Payment.

Saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki Government
Technology (GovTech) dengan nama INA Digital yang telah merilis secara
terbatas tiga produk digital meliputi layanan identitas digital terpadu
(INApas), portal nasional pelayanan public (INAku) dan portal nasional
administrasi pemerintahan (INAgov). DPI dan use case prioritas perlu
untuk terus dikembangkan sebagai kunci percepatan dan pondasi digital
kesuksesan program prioritas Presiden.

Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, dibutuhkan
peran serta seluruh lapisan masyarakat, Kementerian/Lembaga terkait dan
Pemerintah Daerah secara keseluruhan untuk mendukung pelaksanaan
program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi,
maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis menjadi
hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selanjutnya melalui rencana
strategis lima tahunan yang disusun ini, Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto berupaya merancang program dan kebijakan yang
dapat meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah
melalui penyediaan layanan internet dan pengembangan TIK.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mojokerto disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan
Pengendaliand Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, TataCara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
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dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto ini merupakan
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses
penyusunannya, akan dilakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi
dengan BAPPEDA dan para pemangku kepentingan.

Fungsi dan kedudukan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mojokerto periode 2025-2029 adalah merupakan
penjabaran visi, misi dan program dari RPJMD Kabupaten Mojokerto
Tahun 2025-2029 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas dan
fungsinya yang disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto untuk
periode 2025 — 2029 sesuai dengan visi Kepala Daerah terpilih adalah :

TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH
MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Mojokerto yang lebih
maju, adil dan Makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto merumuskan
sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai “Catur Abhipraya
Mubarok”. Identitas kepemimpinan ini merupakan cerminan dari 4
(empat) misi utama yang menjadi landasan pembangunan Kabupaten
Mojokerto pada periode 2025 — 2029. Sesuai dengan tugas dan fungsi
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Mojokerto nomor 90 tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto,
Diskominfo mendukung Misi ke 1, yaitu Meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik. Dalam mewujudkan Misi ke 1 ini, Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mojokerto ikut bertanggungjawab meningkatkan
kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan dan berorientasi pada
kepuasan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital yang
memastikan perluasan akses dan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu
tata kelola pemerintahan yang baik juga akan diperkuat dengan
menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik untuk menjamin

akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan publik, sekaligus mendorong

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2026 | 61



peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto secara
aktif memiliki peran untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi, mendorong penggunaan
tanda tangan digital, pengendalian konten, dan upaya pelindungan data
pribadi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto juga
memiliki program-program yang ditujukan langsung ke masyarakat untuk
siap menghadapi era digital, contohnya program Literasi Digital untuk
meningkatkan awareness masyarakat dalam menggunakan internet dan
perangkat TIK.

Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas pokok
yaitu sebagai unsur SKPD, Dinas Komunikasi dan Informatika
menjalankan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Pembangunan Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan
Kabupaten Mojokerto yang dirumuskan harus saling bersinergi dan
berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat Provinsi

maupun tingkat nasional.
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Tabel 3.1

Hasil Telaah Kebijakan dan Program Nasional

Highlight Intervensi isu TIK

ISU STRATEGIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

ISU STRATEGIS INFORMASI
KOMUNIKASI PUBLIK

1.
2.
3. Digitalisasi sektor ekonomi dan

w ok

Penuntasan dan Peningkatan Kualitas
Infrastruktur TIK
Penguatan SDM Digital

layanan publik, termasuk diantaranya
pemerintahan, Pendidikan,
Kesehatan, industri, dst

Penguatan keamanan siber

Riset dalam rangka penguasaan
teknologi

Pengembangan superplatform digital

Infrastruktur Transformasi Digital
1. Terdapat desa/kelurahan blankspot

2. Kehandalan kualitas jaringan telekomunikasi

melalui kabel serat optik belum merata

3. Pengelolaan, integrasi dan interkoneksi Pusat

Data Nasional (PDN)
4. Coverage penyiaran digital

Digitalisasi Sektor Strategis
1. Terdapat layanan pendidikan dan kesehatan
belum berinternet

2. Penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI)
3

. Adopsi digital bagi para pelaku UMKM
masih rendah (e- commerce)
4. Inovasi dan pengembangan keuangan digital
(FinTech)
5. Pengelolaan destinasi wisata, pertanian,
perikanan, logistik dan industri berbasis
teknologi

1.

2.

6.

Kepercayaan dan partisipaso masyarakat
perlu terus ditingkatkan

Masih maraknya disinformasi,
misinformasi, konten negatif dan umpan
balik

. Penyebaran informasi publik masih

belum merata dan berkeadilan,
khususnya di wilayah terluar, terdepan,
tertinggal dan transmigrasi

. Masih kurangnya pemahaman dan

pelaksanaan keterbukaan informasi
publik di badan publik dan masyarakat

. Perlunya peningkatan talenta digital

untuk mendukung transformasi digital
sebagai strategi kunci transformasi
ekonomi

Belum optimalnya kebebasan pers dan
kualitas konten penyiaran dan pers

Aspek Pendukung dan Akselerator

Transformasi Digital

Keamanan siber nasional

Perlindungan data pribadi dan privasi

Literasi digital masyarakat belum merata

Penyediaan SDM dan talenta digital

berkualitas untuk meguasai dan menerapkan

adopsi teknologi

5. Pemanfaatan Artificial Intelligence (Al), Big
Data Analytics, Blockchain

S

Arah Kebijakan Isu IKP

1.

2.

Penguatan kesetaraan masyarakat atas
informasi publik

Pembangunan media massa yang
bertanggung jawab, edukatif, jujur,
objektif, dan sehat industri
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Tabel 3.2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Perangkat
Kondisi Tareet Capaian Kondisi Daerah
No | Misi Tujuan Sasaran Strategi Indikator Awal & p Akhir | Penanggung
Jawab
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan mewujudkan tata
Kelola pemerintahan yang baik
Peningkatan
Keterbukaan dan
Transparansi:
Membuat informasi
Mewujudkan mengenai kebijakan,
Tata Kelola anggaran, dan
Pemerintahan | Meningkatnya | kinerja publik lebih | Indeks
yang Kualitas mudah Pemerintah
Berintegritas, | Digitalisasi diakses oleh Digital Dinas
Transparan, Pemerintahan | masyarakat umum. Komunikasi
Akuntabel Ini dapat dilakukan ) ) 2,0 | 2,10 1 2,20 1 2,30 | 2,40 2,40 dan
dan melalui Informatika
Responsif. publikasi laporan
kinerja dan
keuangan secara
terbuka, portal
transparansi, atau
publikasi data
terbuka (open data)
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Tabel 3.3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029
Prioritas Arah Kebijakan

Tahun | Transformasi Arah Pembangunan Arah Kebijakan
2027 | Transformasi Perkotaan dan Pedesaan Sebagai | 1. Peningkatan coverage dan
Ekonomi Pusat Pertumbuhan Ekonomi kecepatan akses internet
2028 | Transformasi Transformasi Tata Kelola 1. Percepatan digitalisasi pelayanan
Tata Kelola publik dan peningkatan respon
terhadap laporan masyarakat

Program Prioritas

Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema atau
agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak untuk mencapai sasaran 5
(lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan daerah.
Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema atau agenda
pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak untuk mencapai sasaran 5 (lima)
tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan daerah.
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Dinas

Komunikasi dan Informatika mendukung atas pelaksanaan misi dan program politis
serta program nomenklatur sebagai berikut :
Misi 1: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola
pemerintahan yang baik
Program Prioritas :

1. Peningkatan layanan terpadu satu pintu, pengembangan aplikasi layanan publik;

2. Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan

platform digital untuk layanan publik.

3. Pengembangan Infrastruktur Digital;
Program Unggulan :

1. PENDOPO (Pembangunan Desa berbasis Produksi)

2. WAIJIB DEDISER (Desa Digital Service)
3. Digitalisasi Pemerintahan (e-Government)
4

. MPP (Mall Pelayanan Publik) Digital
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3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Di tahun
2021 Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati
Mojokerto Nomor 18 Tahun 2018 dilakukan pencabutan dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Sebagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas
Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang
persandian dan bidang statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika,
bidang persandian dan bidang statistik;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika,
bidang persandian dan bidang statistik;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan
informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

d. Pelaksanaan administrasi dibidang komunikasi dan informatika,
bidang persandian dan bidang statistik; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas
dan fungsinya.

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi dalam
melaksanakan sasaran dan target kinerja pada Rencana Kerja Tahun
2026 berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika Tahun 2025-2029.
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Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun
2026 adalah:

Tujuan :

“Meningkatnya kualitas digitalisasi pemerintahan.”

Sasaran :

“Meningkatnya Transformasi Digital Pemerintah Daerah”
Indikator Sasaran :

“Indeks Pemerintah Digital”

Tabel 3.1.5
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN

MOJOKERTO
TAHUN 2026
TARGET
INDIKATOR "}{IIJTI]}ZEIJ\IA/
TUJUAN SASARAN TUJUAN/
SASARAN SASARAN
PADA
TAHUN KE -
Meningkatnya Meningkatnya Indeks 2,00
kualitas digitalisasi | Transformasi Pemerintah
pemerintahan Digital Pemerintah | Digital
Daerah
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Tabel 3.1.6

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA DINAS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2026
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 | Meningkatnya Transformasi Indeks Pemerintah Digital 2,00
Digital Pemerintah Daerah
NO | KINERJA LAINNYA INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Meningkatnya Tata Kelola 1.1 | Nilai SAKIP Perangkat 86,1 (A)
Birokrasi Pemerintahan yang Daerah
Efektif, Efisien dan Akuntabel 1.2 | Persentase Realisasi 96,4 %
Anggaran Perangkat Daerah
1.3 | Indeks Profesionalitas ASN 85,5
(Tinggi)
2 | Optimalnya Kualitas Pelayanan Jumlah inovasi yang
Melalui Pembangunan Inovasi terinternalisasi dan 21 Inovasi

yang Mempunyai Nilai Tambah

tersosialisasi serta
berkelanjutan
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POHON KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

IK : Indeks Keterbukaan Informas: Publik |K_: Tingkat Kematangan Teknolog: Digital 1K< Indaks KAMI I : Indeks Pembangunan Statistik (IP5)
Meni Diseminasi dan L Terkelolanya Sub Domain di Li o ey T i
ingkatnya Diseminasi ayanan olanya ain di Lingkup e £ i bt a .
Informas Pemerintah e e T 1o e Eher e Data
i Publik yang Tersampaikan Kabupaten Publik Berbasis Elektronik o
p_— 3
S . . IK :Persentase Pengelolaan Sub Domain di I : Persentase layanan public yang o
s ::ik “d?:"“::k:n't::?g.’};:mﬁ' Lingkup Pemerintsh Kabupsten yang Talah diselenggarakan secara online dan I olakeanaan Rer 1. Persentase Perangkat Daerah yang
= e Ditetapkan terintegrasi rma statistik
g 2 Daerah yang menyampaikan metadata
I (L statistisksekioral sesuai Standar Data Statistik Nasional (SDSN)

3. Persentase Perangkat Dasrah yang menggunakan data statistik dalam
dasrah.
4. Persentase Perangkat Dasrah yang menggunakan data statistik daiam
manitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

1K : Jurnlah aktivitas relasi media yang Ii: Jumiah Dokumen Pengelolaan Nama 1K : Jumiah dokumen koordinas, 1K :Jumiah Laparan Pelsksanaan Ik : Persentase kegiatan statistik
terselenggara kepads medis yang memenu Domain dan Sub Domain Pemerintah Dasrah pelaksanasn manajemen SPEE 1 . Daerah yang sudsah an
serta Domain Pemerintah Desa dan rekomendasi dari pembins dats siatistic

kriteria sebagai berikut: 1. tervenfikasi dewan pers,
dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif
dalam kegiatan relasi media

MNon Elektronik

1K : Jumiah perangkat daerah di K : Jumiah Kebijakan Tata Kelola
i dan P i

P rtase kegistan statistik
pemerintah Kab/Kota yang terhubung ersentase kegistan =

sektaral yang telah memenuhi standar
teroperabilitas dats
dan kode referensi dan atau data induk

1K :Jurnlsh Komunitas Informasi yang skEf
mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Pemerintah Dasrah Yang Ditetapkan baik Hatm taddeta
Kominfo KabfKota berupa Peraturan Bupsati. Keputusan Bupati N .

maupun Moma, Standar, dan

_
1K : Jurniah dokurnen fasiitasi dalam

IK : Jumish permnohonan Informasi Publik yang rangka penyelenggaraan sudit TIK sesusai IK : Jumiah Laporan Pengelolaan Sumber
il sesusi kewenangan dinas Kominfo Daya K i dan i

-

I : Jumiah aplikasi khusus yang dibangun I : Jumiah pegawai yang mendapatcan

IiK : Persentase kegistan statistik
sektoral yang hasiinya dapat diakses
aleh pengguna data

1K : Jumish i i isu dan/ateu dikembangkan sesuai dengan pelatihan di bidang s tatistik
publik yang berkembang dan usulan agenda ketentuan atau regulasi tentang standar
komunikasi prioritas Pemerintah Daerah teknis dan prosedur pembangunan dan

pengembangan aplikasi SPEE

K Jumiah dokumen koordinasi Fasilitasi

1K : Jumish media kamunikasi publik milik
pemenntah dasrah yang dikelola maupun Pramasi Literasi SPBE dan/stau kolaborasi | i
1 media berbayar sesuai kriteriajukni penyelenggarasn SPEE kegiatan statistik sektoral

1K : Jumiah dokumen kebijakan tata kelola 1K : Jumiah laporan pemyslenggaraan
SPBE meliputi arsitektur. peta rencana. forum satu data daerah

proses bisnis, serta penyusunan rencana
dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

I : Jumiah perangkat daerah yang
mendapsatkan sosialisasi program
Kabupaten/Kota Cerdas
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CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA PO ESELON 1]/ IF. AHLIMADTA ESELON 1 1. AHL MADTA ESELON Y/ IF. AHLI MUDA FELAKSANAF 1F AHL FERTAMA
Tuian Pokin IPARAETTUAAR | o mnStrategt Pokin [Irditator Saman Pokin] -~ o oS Program SIP0 fralieor Progrm . | Irdilasr g | perarepurelansb |Samrnkegiatan Roin] MoTENHE Kegatzn Indilator Fakin InditatorsiPD Perarezirg lavab Tomenimua b Indikator Pokin | Indikator Sub Keg SIPD | Pera rgeure laus b smmn \rakatarRInGansue | e o regure lnust)
Pokin (Pokin (Pokin SIFD ] Kegistan
Wenirgkatnya ksl |indeks Pemerintah | Meningkatmia Indeks Pemerintan Menirgianya Frogram Pergeiolzan |Indels Keterbukasn  |Indeks feterbukaan Hepala Eidans Informasi |Persentase dseminasi aan Persentae diseminasi dan Kepala Bidang | Terselerezarama | Relasi Media Jumian akthitas relasi | umieh aktivites relmi | Pranata Hubungan |Tersedianya Dokumen lumizh Dokumen Pendukung | Franata Hubunean
diitalisasi Digital Transformasi Digital Digital i<t erbukaan Infarmasi | Informesi dan Infarmasi Publik Informes  Public Kamunikasi dan | Bseminasi dan Layanan fdan Kamunikesi Publik |layanan informasi publikyang  |layanan informasi publikyarg | Komunikesi dan | Relesi Media media yang mediayang Masyarakat Al |Pendukung Relasi Masyarckat Ahl
pemerintahan Pemerintah Dasrah Publik Kamunikasi Publik Infarmasi Publik  (Informasi Publik yarg  |Pemerintah Baerah TRAKOM Infarmasi Publik kepada kepada Wuda el e dia Wiedia Pertamaf
Tersampaikan kabupaten / Kata media yang memenuhi | mediayarg memenufi Pelalsana
beriku berikut
1 terverifikasi dewan |1 terverifikasi dewan
pers, dan % terdaftar di | pers, dan 2. terdaftar di
Dinas kaminfo, dan 3. | Ginas kaminfa, dan 3
B dalem kegiatan | akei dalam kegiatan
relesi media relasi media
Teriaks anamva Femitraan [Jumian famunitas Jurmian Kamunitas Franata Aubungan [Tersedianya Dakumen umiah Dokumen Fendukung | Franata Hubungan
Kemitraan Kamunikasi derean Masyarakat Al |Pendukung Penyelenegaraan | Penyelenemaraan Kemitraan | Mayarakat Ahi
Komunikesi dengan | Kamuntas Informasi s i Muda K emitraan Komunikasi Kamunikesi dergan Pertamaf
Kamunitas Infarmasi | Wayarakar informas i dan terdaftar |infarmasi dan terdaftar dengan Komunitas Informas i | Komunits Informasi Pelalsana
Masyarakat di Dinas Kominfa i Dins Kominfa
TerkelalanyaLayanan | Felayanan infarmasi |sumian permahonan | umiah permohonan | Pranata Hubungan |Tersedianya Dokumen umiah Dokumen Fendukung | Franata Hubungan
Informas | Publik Pubiik Informasi Publikyang | infarmasi Publikyare | Masyarakat Anli [P endukung Penyelenezaraan | Penyelengzaraan Pelaanan | Maarakat Anii
5 es s Peraturan Muda P elayanan Informasi Publik | Infarmasi Publik Pertamaf
peraturan perundangan | peraturan perundargan Pelaisana
Terlaks anamya Wanicaring Ifarmasi |Jumiah rekomendasi  |Jumizh rekamendasi | Franata Hubungan |Ters edianya Data Fendukung | umizh Data Pendukung Pranata Hubungan
Wanitaring Opini dan | e bijakan, Cpiri, 4an 3 P | Masyarakat ani WMgritaring Infarmsi Mmyarakat Ahli
spirai Publik 2 pirasi Publik u publikyang u publik yarg Muda ebijaken, Dpini, dan Aspirasi| Kebijakan, 0 piri, dan Pertamaf
dan usulan Publik tspiras  Publik Pelaksana
smendalomunilasi | agenda kamunikes i
priaritas Pemerintan | pricritas Femerintah
Daerah Daerah
Terielalanyateda | Fergelalaan Media |Jamian media Jurmiah media Franata ubungan [T ersedianya Dakumen urmiah Dolumen Fendukung | Franata Hubungan
Komunikesi Publik | Kamunikasi Publik | kamuniksi publik mili | kamunikasi publik mili | Masyaraket anli - [Pendukung Pengeloiaan Pergelniaan Wedia Hasyarakat Al
5 es i Juknis pemerintah daerah | pemerintah daerah Muda e dia Kamunikes  Publik | Komunikasi Public Pertamaf
yang dikelola maupun | yang dikelnta mapun Pelalsana
media media
i
(eningkatnya Kuaitas |Program Pergelaiaan | Tirgkat kematangan | Tingkat K ematangan Wepsla Bidang | Terkelolanyasub Fengelniaan Nama  |Persentase Pengelnlaansub  |Persentase Pengelniaan Sub Kepalm Bidang | TerkelnlanyaNama | Pergelolaan Nama | lumian Dokumen umiah Bokumen Pranata Komputer |Tersedianya Data Pendukung | Jumiah Data Pendukung Pranata komputer
Infrastruktur, Sistem | Aplikesi Informatika | Teknologi Digital T eknologi Digital Informatika Domain diLingkup  [Domein yarg Telsh | Damain di Lingkup Pemerintah | Damain di Lirgkup Pemerintah Informatika  |Domain danSub Damain dan Sub Nama Hama AhiiWuda  [Dokumen Pengelolasn Hama | Bakumen Pergelalaan Nama|  Ahli Pertama
infarmasi dan Tata Pemerintah Kabupaten [Ditetapkan aleh p Telah p Telah Domain Pemda dan | Damain Domain dan Sub Domain dan Sub Domain den Sub Domsin | Damain den Sub Domain
k¢lola Teknalogi Femerintah Pisat dan  [Ditetapkan Ditesaphan Femdes Penyeknggaraan  |Damain Pemerimah | Damain Pemeriman Pemerintah Daerahseria  |Pemerinah Dagrahserta
infarmasi fsub Domain 4i Lingkup Pemerintah Dasrah Damain Damain Domain Pemerintah Desa | Damain Pemeriman Dasa
Femerintah Dacran dan Pergelalaan Pemerintah Desa Pemerintah Desa
i abupaten ata HamaDamain
Pemerintan Diesa
- Parsentase layanan publik yang [Tingkat kematargan Aspek Kepala Bidang | Terlaks anamya Faordinai [Jumian pakumen umiah Dokumen Franaa kamputer | Tersedianya Data Fendukung | umih Data Pendukung Pranatakomputer
i Linglan T eknaicei Infrmasi pada Informatika  |Koordinasi Pelas anaan Koordings  pelaksanaan |Koordinasi pelaisanaan | Ahiifuda  [Dokumen Koordinasi Dokumen Kaordinasi ANl Pertama
Administrasi Femerintah Bacrah [ dan terintegrasi Damain Tata Kelola SPBE Manajemen Mangjemen
Pemerintahan Dan  [Kabupaten [ Kata spee e
Layanan Publik Berbasts
Terseleggarana | Penyelenggaraan  |lmian peramgkat lurmleh perangkat Pranata Komputer |Tersedianya Bata Pendukung | Jumih Bata Pendukung Pranata komputer
Jaringan Intra Femda [ Jaringan intra daerah di pemerintah | daersh di pemerirtah Ahii Muda ’ ) Ahli Pertama
Pemerintah Daerah intra Pemerintah Daerah | Intra Femerintah Daerah
Kab/kota erhuburg dengan terhuburg dergan
Jaringan Intra Jarirgan Intra
Pemerimah Dagrah | Femerintah Daerah
Kabfkma Kabfkota
Terlaks anamya Fanil [Jumiah Dokumen Jumiah Dokumen Pranata Kamputer |Ters edianys Data Fendukung | lumish Data Pendukung Data] Pranatakomputer
Fasltai penyernggaraan | Fasiltai dalam rangka |Fasilitasi dalam rargka Ablivuda  |Dokumen Fasiitai dalam | Pendukurg Dokumen Anli Pentama
Penyelerggaraan | Audit Tik sesuai udit udt rangka pemyelenezarean | Fesilitasi dalam rargka
b udit T s msuai kewenangan Dinas  |TIK sesusi kewenangan | TiK sesuai kewenangan .0t T s s i kewenangan | pe el enggaraan Audit TIK
kewenangan dinz | Kaminfa Dinas Kaminfa Dinas Kominfa Dins Kominfa sesual kewenangan Dinz
Kaminfa Kaminfa
Terlats anamya Haordinai [Jumian aplikesi kisus | lurmieh aplikesi kKnis 5| Pransta €amputer |Tersedianya Dokamen Jurmilah Dokumen Fendukung | Franats Komputer
Koordinasi pembangunan vang dibargun dan/aau]veng dibargun danfamay]  AhliMuda  |Pendukung pembargunan | pembangunan dan/@au AhliPetama
Pengembangan dan | dan/atau dan/atau plikasi
pengelolasn Aplikesi | pergembangan dengan ketentuan atau | dengan ketertuan atau . plikas  Ehusus yangses uai | K s yang sesusi dengan
5 esuai arsicektur dan [ Aplikasi Khusus varg [regulasi i dengan arsitekiur dan peta [ arsiiektur dan peta rencana
Petafiencana SPEE  |sesuai dengan 1ekns dan prosedur | teknis dan pros edur rencana SPEE pemerintah  [SPEE pemerintah daerah,
arsitektur dan peta dgan dan daerah, serta pemanfaatan | sertapemanfaatan
aplikesi aplikeni
pemerintah daerah, |SPBE £
serta pemanfaatan
Aplikasi Umum SPBE
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KEPALA PD

ESELON [}/ IF. AHLI MADVA

ESELON I IF. AHU MADYA

Terlaks ananya
Kaordinasi dan
Fas litzsi Promosi

Koardinasi dan
Fasilitasi Promasi
Litersi SPEE

L0 14 IF. AHU MUDA

[Jumiah laparan

[Jumlah Izparan

Kegiatan
Fasilitas i Promas i

Kegiatan
Fasilitasi Pramm i

Pranata kamputer
Ahi Muds

aparan Pelsksanzan
kgt an Fasilitas | Promis

FELAKSAN,
[T ersedianya Data P endukung [ lumizh Dats P endukung

IF AHU PERTAMA

Isparan Pelaksanaan
Kegiatan Fas ltasi Promosi

Pranata Kamputer
Ahli Pertama

Kebijakan Tata Kelola
SPEE

i kelola
SPEE meliputi
arsitektur, peta
rencana, proses
bisni, serta
pemyusunan rencana
dan anggaran SPEE
Pemerintah Dasrah

<PEE meliputi
arsitektur, peta
rencana, pruses b fis,
s4rta pemyisunan
rencana dan anggaran
<P EE Pemerintan
Daerah

i
5 PEE meliputi
arsitektur, peta
rencans, pros e bisis,
serta pemyis unan
rencana dan anggaran
< PEE Pemerintan
Daerah

zlola SPEE meliputi
amekur, petarencana,
prose bisnis, sena

dokumen kebijakan tata
kelnla SPEE mel puti
arsiektur, peta rencana,
proses bEns, serta

rencna dan

renana dan

Pamerintah
Daerah

Pemerintah
Daerah

Literasi SPEE dan/atau kolaborasi | Lcerss iSPBE danyatau | Literasi SPEE danyatau Licerasi SPEE dan/atau Literasi SPEE danf atau

peryeknggaraan | kolabarasi kalabarasi kalabarasi penyelenggaraan |kalsbarasi penyeknggaraan

sPEE spee speE
Terials ananya Koordinai [1umian sakumen [1umian aokumen Pranata kamputer [Tersediany data pendukung | lumiah data pendukung Pranata Komputer
Knordinasi i kelola i AhiiMuds  [dokumen kebijakan tata

Ahli Pertama

2. Persentas ¢ Peranghat Dazrah

2. Persentase Perarghat Dazrah
varg menegunzkan data

menyusun

vang menggunakan data
memusun

perencanaan

daerah

4. Persentas ¢ Perangkat Dagrah
yang menggunakan data

daerah,
9. Persentase Perargkat Dazrah
varg menegunzkan data

pelaksanaan pelaksanaan
manitaring dan evaluisi manitaring dan evalusi
dazrah, daerah

Terlaks ananya Kaordinasi dan 1umiah tmparan [1umiah Izparan Pranata kamputer [Tersedianya data pendukung |Jumish data pendukung Pranata komputer
Kaordinasi dan Fasilitasi kaordinasi koordingsi | AbiMuda  fisporan pelaksansan laparan pelaksanazn Ahli Pertama
Faslitasi Pemyelenzzarasn | dan fasiltasi dan fasiliasi kacrdinasi den fasilitas i kaordingsi dan fasilasi
Penyelergmaraan  |Kabupaten atau Kota
Kabupaten Cerdas | Cerdas Cerds Cerdas P Kab kata Cerdas
vlenirgkatys Pragram Indeks KA Indeks KEMI WepalaBider  [Terwuiudmye Penyelenzgaraen Persentase Pelaksanzan Persentase Pelaksanaan Hepala Bidang | Terlaks snanya Manef Pelats anazn [sumish Laparen [tumish Laparen Sandiman Ahli [T ersedianys Data Pendukung | Jumizh Data Fendukung Sandiman AHli
keamanan Informasi | Penyelenggaraan Informatica Pelaks anaan keamanan |Persandian untuk Pergamanan Infarmasi Infarmasi Infarmatika  |Keamanan Infomasi | Keamanan informasi Keamanan Keamanan Muda Laporan Pelaisanaan Laporan Pelaksanaan Fertamaf
Persandian Urtuk Infarmazi P engamanan Informasi keamanzn Informas i Keamanan Infarmasi Pelaksana
Pengamanan Informasi P emerintah Daerah Kabupaten/ kota | Berbast Elektranik | Daerah Provirsi Daerah Provims i Daerah Daerah
kabupaten Berbasis Elektranik | dan Non Elekiranik | Berbais Elektranik dan | Berbasis Elektranik dan kabupaten Berbasis Kabupsten Berbasis
dan Nan Elektranik Han Elektranik Hn Elekiranik Elektranik dan Nan Elektranik dan Han
Elekranik Elektronik
Terlals ananya Penetapan Kebjakan |lumiah Kebijakan Tata |lumiah KebijakanTata | Sandiman Ali T emedianya Dokumen lumizh Dokumen Pendukung] S andiman Abli
Fenetapan Kebijakan |Tata Kelola Kelnla Keamanan Kelola Keamanan Wuda Pendukung Kebijakan Tara  |Kebijakan Tara Kelola Feramaf
Tata Keiola Kesmanan informas i | nformasi dan Informasi dan <elola Keamanan Infarmasi [ Keamanan informasi dan Peizisana
Keamanan Infarmasi | dan Pers andian Persandian Pemarintsh |Pers sndian Pemerimah dan Persandian Pemerintsh |Persandian Pamerimah
dan Persandian Pemerintah Dasrah Dacrah Daerah
baik berupa Peraturan | balk berupa Peraturan
Gubernur, Keputisan | Gubernur, Keputusan
Gubernur maupun Gubarnur maupun
Horma, Standar, Harma, Standar,
Prosedur dan kriteria | Prosedur dan Hriteria
yvarg; digunakan sebegai [yang digunakan sebazai
panduzn dalam panduan dalam
persandian pes andian
e ningkatnyaKualitas [Program Indeks 3 Kegiatan |Persemae kegiatan  |Pes entase Perangkat | Statistisi Ahli Muda [T ersedianya Dokumen lumlzh Dokumen Fendukung|  IFStatits i bl
Data dan Data  [statstikSektoraldi |1 Persentase Perangkat Dasrah |1 Persentase Perangkat Daerah Data Sektoral  |Statistik Sektoral oralyang Pendukung Pengelolaan | Pengelolaan Kegiatan Pertama /
statistik Statistik Sekioral Lingkup Dasrah vang mendapatkan varg mendapatian tatistik sudah data Dalam Pelaksana
kabupaten [ Kata rekamendasi Stattik Nasional  [Statistik Hasianal dari
2. Persentase Perangkat Dazrah |2, Persentase Perangkat Daerah 3 Hasianal
metadata |yarg metadata Moritarirg, dan
Evaluasi Pembangunan
Hasianal EDSH) 1EDSN)

Terapaina
Pemenuhan Primip
S3tu Datalndonssia

Pemenuhan Prinsip
53tu Data Indanesia

Persentae kegiatan

Pers ent e kegiatan

oralyang
telah memenuhi
standar data, metadata,
data

yae
telah memenuhi
standar data, metadata,

dan kode referensi
dan/atau datainduk

2
dan kde referersi
danyatau data induk

Statistisi Ahli Muda

Tersedianya Dakumen
P endukung Pem enuhan
Prinsip Satu Data Indanesia

lumlzh Dokumen Fendukung]
Femenuhan Prinsip Satu
Data Indanesia

IFStatitii Al
Pertama/
Pelalsana
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KEPALA PD ESELON 11l JF. AHLI MADTA ESELOM 1/ |F. AHU MACTA ESELON 8/ IF, AHL MDA FELAKSANAT |F AHU PERTAMA

Terlats ananya Peningkatan kugitas |Persentae kegiatan | Femsentme kegistan | Statistisi Ahii Muda [Tersedianya Dokumen Jumiah Dokumen Pendukung| IFStatstsi Anl
Peningkatan Fuglitas |Statistik Sektoral yarg Pendukung Peninglatan Pertama /
Statitik Sektoral s inya dept diskses | hasilnya dapat diakses Kualtas Statitik Sektoral — |Sektaral Pelaksana

cleh pengeunadata.  [nleh pengguna data

umah p Jumiah p Statitisi Ahi Muda [Tersedianya Dokumen Jumiah Dokumen Pendukung| IFstatbtai Anl

Peningkatan Kapasitas pelatinan pelatinan Pendukung Peningkatan | Peningkatan Kapaitas Pertama /

Kapaita i Kapmitas Kelembagaan  |Kelembagazn Statitikc Pelaksana

statistikcSektoral Sektoral

Sektoral

Terlaks ananya Proses |Pelaksanaan Proses |Persemae kegiatan | Persentae kegiatan | Statistsi Al Muda [T ersedianya Dakumen Jumiah Dokumen Pendukung|  IFStatitsi Anl

Bismis Stttk Eani Statstic statistik yang statistik yang Pendukung Pelalsznaan | Felaksanaan Proses Bisnis Pertama /
dilengkapi dokumen | dilengkapi dokumen Proses Bisnis Statistic Statistiks ektoral Sesuai Pelaksana

Standar Standar kegiatan kegiaan Sekoral SesuaiStander  [Standar

Terlaks ananya Koardinasi dan [1umah lapran Jumizh [zparan Statistisi Ahii Muda [Tersedianya Data Pendukung [lumizh Data Pendukung IFStatetii Ahi

Koordinasi dan Kalabarasi Dalam forum fonm laporan penyelengzarsan  |laparan penyelenggaraan Partama /

KolsbormsiDalam  |Penyelenggaraan  [satu dats daersh sty data dazran forum saty daradaersh  [forumsaw data deersh Palaksana

Statatik Sektaral
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3.3

Program Dan Kegiatan

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan
pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja
terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan
mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan
tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah
dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan
sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan
proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan
aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan
pelaksanaan anggaran. Perencanaan pembangunan dan penganggaran
yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk
mempermudah stakeholders dalam melakukan pengukuran kinerja
dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang
spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu
pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian
diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban
perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah diharapkan terjadi kejelasan, ketertiban perencanaan
pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan
secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah sehingga dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam
mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik
Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Mojokerto telah dilakukan pemetaan/mapping
berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 pada tahapan
rancangan awal. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun 2026

yaitu sejumlah 5 program, 9 kegiatan dan 28 sub kegiatan sesuai
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dengan sasaran rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
sebagaimana terinci dalam tabel berikut :
Tabel 3.1.7
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /
Kota

1. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

L. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Rl Bl Bl Il B S A A

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan / Material

e

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

S. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

11. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

12. | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

13. | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

IT | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

6 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
" | Kabupaten / Kota

14. | Relasi Media

15. | Pelayanan Informasi Publik

16. | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
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17. | Pengelolaan Media Komunikasi Publik

IIT | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

7. | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota

18. | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

19. | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas
Kominfo

20. | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus
yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah
daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

21. | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi
penyelenggaraan SPBE

22. | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur,
peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran
SPBE Pemerintah Daerah

23. | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

v Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi

8. | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

24. | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis
Elektronik dan Non Elektronik

25. | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian
Pemerintah Daerah

V | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

9. | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /
Kota

26. | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional

27. | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral

28. | Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral
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Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan

Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Komunikasi dan informatika sebagaimana

tersaji dalam tabel T-C.33 sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Tabel T-C 33

dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/Bidang Urusan . - 2027
. Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan P Kegi
Program/Kegiatan rogram/Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
Program Penunjang Disko
2.16.01 Urusan Pemerintahan q DAU
P [l tion L minfo 5.660.616.900 7.335.064.371
Persentase Realisasi o o
Anggaran Perangkat Daerah 96,:4% 96,5%
Indeks Profesionalitas ASN
Perangkat Daerah 85,5 86
Nilai SAKIP Perangkat
Daerah 86,1 (A) 86,2 (A)
Jumlah Inovasi yang
Terinternalisasi dan
Tersosialisasi serta 21 22
berkelanjutan
Persentase Dokumen
Perencanaan, Perencanaan,
2.16.01.2 | Penganggaran dan Penganggaran dan Disko o o
01 Evaluasi Kinerja Evaluasi Perangkat Daerah | minfo 100% 12.000.000 | DAY 100% 30.000.000
Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai
Ketentuan
216,012 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
61 600'1 Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 6 Dokumen 6.000.000 6 Dokumen 15.000.000
R Daerah Daerah
2.16.01.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi
01.0007 Dacrah Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 6.000.000 7 Laporan 15.000.000
Persentase Laporan
Administrasi Keuangan
2.16.01.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disko o o
.02 Perangkat Daerah Tersusun Sesuai Ketentuan minfo 100% 5.057.382.000 DAU 100% 5.470.064.371
2.16.01.2 | Penyediaan Gaji dan i}gg:gn?;zlag. lyggf 38 Oran3 S/bula
.02.0001 Tunjangan PNS . J Orang/bulan | 5.057.382.000 & 5.470.064.371
Tunjangan ASN n
Persentase Dokumen
Administrasi Kepegawaian
2.16.01.2 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang 100%
.05 Perangkat Daerah Tersusun Sesuai Ketentuan ° 335.000.000
2.16.01.2 gzzgiia:?rfbﬁalan Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 2 paket
.05.0002 beserta Atribut Kelengkapan p 60.000.000
Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Junlah Pegawai Berdasarkan
2.16.01.2 Pegawai Berdasarkan Tugas Tugas dan Fungsi yang 85 oran
.05.0009 dal% o g Mengikuti Pendidikan dan g 275.000.000
ung Pelatihan
Persentase Penyediaan
2.16.01.2 | Administrasi Umum Administrasi Umum Disko . .
.06 Perangkat Daerah ;ertaﬂtgkat Daerah Sesuai minfo 100% 96.600.000 DAU 100% 808.000.000
etentuan
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Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2026
Urusan/Bidang Urusan . A 2027
. Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan P Keei
Program/Kegiatan rogram/Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu Dan Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif ana Kinerja Indikatif
Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
2.16.01.2 Instalasi Listrik/P g I paket
106.0001 nstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang pake 40.000.000
Bangunan Kantor Disediakan
. Jumlah Paket Peralatan dan
2.16.01.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 paket
.06.0002 Perlengkapan Kantor Disediakan 500.000.000
2.16.01.2 | Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket B'aha'n Logistik 5 Paket S Paket
.06.0004 | Kantor Kantor yang Disediakan 17.600.000 50.000.000
. Jumlah Paket Barang
aloon2 ge“-‘{fd‘aa“ Barang Cetakan | Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 20.000.000 1 Paket 30.000.000
-Ub. an Penggandaan yang Disediakan
216012 | b dinan Bahan / Material | o an Paket Bahan/Material 1 Pak 25.000.000 1 Pak 60.000.000
106.0007 enyediaan Bahan / Materia yang Disediakan aket .000. aket .000.
216012 | b Gilitasi Kunjungan T Jumlah Laporan Fasilitasi 4L 4.000.000 4L 8.000.000
106.0008 asilitasi Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu aporan .000. aporan .000.
Jumlah Laporan
2.16.01.2 Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
d P 600;) Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi 75 Laporan 30.000.000 75 Laporan 120.000.000
o SKPD SKPD
Persentase Pengadaan
Barang Milik Daerah
2.16.01.2 Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan
67 o Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang 100% 150.000.000
' Pemerintah Daerah Dilaksanakan Sesuai R
Ketentuan
. Jumlah Unit Kendaraan
2.16.01.2 Pengad_aan Kendaraan Dinas | pipas Operasional atau 1 unit
.07.0002 Operasional atau Lapangan Lapangan yang Disediakan 150.000.000
Persentase Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penuni U .
2.16.01.2 . jang Urusan Disko o o
08 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah minfo 100% 142.000.000 | DAV 100% 192.000.000
Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan
Jumlah Laporan Penyediaan
2.16.01.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Jasa Komunikasi, Sumber
08.0002 Sumber Daya Air dan Listrik Dgya .Alr dan Listrik yang 12 Laporan 100.000.000 12 Laporan 150.000.000
Disediakan
) | Jumlah Laporan Penyediaan
ot E"“yedléan Jasa Pelayanan | jasa Pelayanan Umum 12 Laporan 42.000.000 12 Laporan 42.000.000
-V8. mum Kantor Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Persentase Barang Milik
2.16.01.2 | Milik Daerah Penunjang Daerah dalam Kondisi Baik Disko o o
.09 Urusan Pemerintahan minfo 100% 352.634.900 DAU 100% 350.000.000
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah'Kendaraan Dinas
516012 Pemeliharaan, Biaya Opera51_0na_1 atau Lapangan
0902 | pemeliharaan, Pajak, dan yang Dipelihara dan 14 Unit 85.000.000 14 Unit 150.000.000
09.0002 Perizinan Kendaraan Dinas dlbg}{arkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Perizinannya
216.01.2 Pemeliharaan / Rehabilitasi Jumlah Gedur.lg Kantor dan
69 600;) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 3 Unit 246.034.900 3 Unit 150.000.000
V7 Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan / Rehabilitasi guglah Slgrana dan Prasarana
2.16.01.2 | Sarana dan Prasarana edung Kantor atau . .
09.0010 | Gedung Kantor atau Be.ingl.man La}nnya yang 30 Unit 21.600.000 40 Unit 50.000.000
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Program Pengelolaan
q ... | IK:Indeks Keterbukaan Kab.
R i’r:lfl())ll;;]:as‘ RO | s T Mijk & 4.645.814.952 e & 5.575.000.000
Persentase diseminasi dan
Pengelolaan Informasi dan layanan informasi publik
2.16.02.2 | Komunikasi Publik yang dilaksanakan sesuai Kab. o o
.01 Pemerintah Daerah dengan strategi komunikasi Mjk 100% 4.645.814.952 DAU 100% 5.575.000.000
Kabupaten / Kota (STARKOM) dan SOP
yang telah ditetapkan
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Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2026 2027
Urusan/Bidang Urusan . -
. Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan P Keei
Program/Kegiatan rogram/Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu Dan Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif ana Kinerja Indikatif
Jumlah aktivitas relasi media
kepada media yang
memenuhi kriteria sebagai
2.16.02.2 . . berikut: 1. terverifikasi
01,0014 | Relasi Media dewan pers, dan 2. terdaftar 12 Laporan 2.700.000.000 12 Laporan | 4 500 000.000
di Dinas Kominfo, dan 3.
aktif dalam kegiatan relasi
media
. . Jumlah Komunitas Informasi
Kemitraan Komunikasi . . .
2.16.02.2 denean Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan 36
.01.0015 & informasi dan terdaftar di Komunitas 75.000.000
Masyarakat . .
Dinas Kominfo
Jumlah permohonan 20
2.16.02.2 Pelayanan Informasi Publik Informasi Publik yang 20 Permohona
.01.0017 Y diselesaikan sesuai peraturan Permohonan 489.085.000 n 500.000.000
perundangan
Jumlah rekomendasi
Monitoring Informasi komunikasi terhadap isu 75
2.1602.2 1 opiiakan, Opini, d blik yang berkembang d 70 Rekomend
.01.0019 coyakan, Lipint, dan publik yang berkembang dan Rekomendasi |  384.540.188 CROMENaa | 400.000.000
Aspirasi Publik usulan agenda komunikasi si
prioritas Pemerintah Daerah
Jumlah media komunikasi
2.16.02.2 | Pengelolaan Media publik milik pemerintah 8 Media 8 Media
.01.0021 | Komunikasi Publik daerah yang dikelola maupun 1.072.189.764 600.000.000
pemanfaatan media berbayar
sesuai kriteria/juknis
Program Pengelolaan Tingkat Kematangan Kab. s _
21603 | s plikasi Informatika Aspek Teknologi Digital mjk | 200 (nilaD 8.047.986.640 | DAU | 210(ilad) | ¢ 5o5000.000
Pengelolaan Nama Domain
yang Telah Ditetapkan oleh | Persentase Pengelolaan Sub
2.16.03.2 | Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Kab. DAU 100%
.01 Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mjk ° 75.000.000
Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Ngma Domain Jumlah Dokumen
dan Sub Domain .
2.16.03.2 | Penyelenggaraan Pemerintah Pengelolaan Nama Domain
ey dan Sub Domain Pemerintah 2 Dokumen 75.000.000
.01.0004 Daerah dan Pengelolaan .
. . Daerah serta Domain
Nama Domain Pemerintah .
Pemerintah Desa
Desa
Persentase layanan publik
2.16.03.2 Pengelolaan e-government yang diselenggarakan
.10.095. ex s . o, o,
02 di Lingkup Pemerintah secara online dan 26,00% 8.047.986.640 DAU 2800% | 46200.000.000
Daerah Kabupaten / Kota . .
terintegrasi
216032 | Koordinasi Pelak Jumlah Dokumen Koordinasi
-10.05. oordinasi Felaksanaan elaksanaan Manajemen
.02.0019 | Manajemen SPBE SPBE ! 8 Dokumen |45 600,000
Penyelenggaraan Jaringan Jumlah perangkat daerah di
Intra Pemerintah Daerah pemerintah Kab/Kota yang 46
2.16.03.2 | Kab/Kota terhubung dengan Jaringan 46 Perangkat Peranckat
.02.0024 Intra Pemerintah Daerah Daerah 6.747.986.640 Daergah 13.000.000.000
Kab/Kota
Fasilitasi penyelenggaraan Jumlah Dokumen Fasilitasi
Audit TIK sesuai dalam rangka
2.16.03.2 | kewenangan Dinas Kominfo penyelenggaraan Audit TIK 3 Dokumen 100.000.000 3 Dokumen 300.000.000
.02.0026 sesuai kewenangan Dinas
Kominfo
Koordinasi pembangunan Jumlah aplikasi khusus yang
dan/atau pengembangan dibangun dan/atau
Aplikasi Khusus yang sesuai dikembangkan sesuai dengan
2.16.03.2 | dengan arsitektur dan peta ketentuan atau regulasi I I
02.0032 | rencana SPBE pemerintah tentang standar teknis dan 20 Aplikasi 900.000.000 20 Aplikasi | 500,000,000
daerah, serta pemanfaatan prosedur pembangunan dan
Aplikasi Umum SPBE pengembangan aplikasi
SPBE
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Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2026 2027
Urusan/Bidang Urusan . A
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Km.erja
. Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah laporan Pelaksanaan
Promosi Literasi SPBE Kegiatan Fasilitasi Promosi
2.16.03.2 | dan/atau kolaborasi Literasi SPBE dan/atau 3 Laporan 100.000.000 3 Laporan 300.000.000
.02.0035 penyelenggaraan SPBE kolaborasi penyelenggaraan
SPBE
Koordinasi penyusunan Jumlah dokumen kebijakan
kebijakan tata kelola SPBE tata kelola SPBE meliputi
meliputi arsitektur, peta arsitektur, peta rencana,
2.16.03.2 | rencana, proses bisnis, serta proses bisnis, serta
02,0037 penyusunan rencana dan penyusunan rencana dan 9 Dokumen 100.000.000 9 Dokumen 500.000.000
anggaran SPBE Pemerintah anggaran SPBE Pemerintah
Daerah Daerah
Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah laporan pelaksanaan
2.16.03.2 Penyelenggaraan Kabupaten koordinasi dan fasilitasi
02.0038 atau Kota Cerdas penyelenggaraan 4 Dokumen 100.000.000 4 Dokumen 500.000.000
Kabupaten/Kota Cerdas
Program Penyelenggaraan Kab.
2.21.02 Persandian Untuk : Indeks KAMI Mijk 649 200.000.000 DAU 670 900.000.000
Pengamanan Informasi
Penyelenggaraan
291.02.2 Persandian untuk ) Persenta§e Layanan Kab. . .
01 Pengal.nanan Informasi El.ektromk yang Mik 85% 200.000.000 DAU 90% 900.000.000
Pemerintah Daerah Diamankan
Kabupaten / Kota
Pelaksanaan Keamanan Jumlah Laporan Pelaksanaan
Informasi Pemerintahan Keamanan Informasi
2.21.02.2 | Daerah Berbasis Elektronik Pemerintahan Dacrah ‘ 4 Laporan 50.000.000 4 Laporan 400.000.000
.01.0005 dan Non Elektronik Provinsi Berbasis Elektronik
dan Non Elektronik
Penetapan Kebijakan Tata Jumlah Kebijakan Tata
Kelola Keamanan Informasi Kelola Keamanan Informasi
dan Persandian Pemerintah dan Persandian Pemerintah
Daerah Daerah yang Ditetapkan
baik berupa Peraturan
Gubernur, Keputusan
2.21.02.2 Gubernur maupun Norma. 2 Dokumen 2 Dokumen
.01.0008 ? 150.000.000 500.000.000
Standar, Prosedur dan
Kriteria yang digunakan
sebagai panduan dalam
menjalankan
penyelenggaraan persandian
Indeks Pembangunan
Program Penyelenggaraan . Kab.
22002 | seatistik Sektoral S L) Mjk ) 275.000.000 | DAV e 1.000.000.000
P . Statistik Persentase Perangkat
enyelenggaraan Statisti Daerah yang mendapatkan
Gt | Sekoral i Lingkup rekomendasi kegiatan I;Ei 100% 275.000.000 | DAY 100% 1.000.000.000
Daerah Kabupaten / Kota statistik
Persentase Perangkat Daerah
yang menggunakan data
statistik dalam menyusun 100% 100%
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase Perangkat Daerah
yang menggunakan data
statistik dalam pelaksanaan
monitoring dan evaluasi 100% 100%
pembangunan
daerah
Persentase Perangkat Daerah
yang menyampaikan
metadata statistik sektoral 86,00% 88,00%
sesuai Standar Data Statistik
Nasional (SDSN)
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Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2026 2027
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kineria
Kode Pemerintahan Daerah dan P Keei J
Program/Kegiatan rogram/Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu Dan Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif ana Kinerja Indikatif
4 Persentase kegiatan statistik
220.02.2 Pengelolaan Kegiatan sektoral yang sudah
. 61 . 601'7 SFatistik Selftqral Da}am mendapatkan rekomendasi 52,17% 150.000.000 55,00% 300.000.000
Sistem Statistik Nasional dari pembina data statistik
Persentase kegiatan statistik
sektoral yang telah
2.20.02.2 | Pemenuhan Prinsip Satu Data memznuhl. standar d?)t.?.’ 17.00%
01.0018 Indonesia metadata, interoperal 1-1tas ,U0% 150.000.000
data dan kode referensi
dan/atau data induk
220022 | Peninek Kualit Persentase kegiatan statistik
=00z, eningkatan Kualitas sektoral yang hasilnya dapat 100% 100%
.01.0019 Statistik Sektoral diakses oleh pengguna data. 75.000.000 200.000.000
220.02.2 Peningkatan Kapasitas Jumlah pegawai yang
61 6026 Kelembagaan Statistik mendapatkan pelatihan di 50 Orang 100.000.000
R Sektoral bidang statistik
Persentase kegiatan statistik
220.02.2 Pelaksanaan Proses Bisnis yang dilengkapi dokumen
01.0021 Statistik Sektoral Sesuai perencanaan kegiatan 55,00% 100.000.000
Standar statistik sektoral
290022 Koordinasi dan Kolaborasi Jumlah laporan
0'1 602'2 Dalam Penyelenggaraan penyelenggaraan forum satu 1 Laporan 50.000.000 1 Laporan 150.000.000
o Statistik Sektoral data daerah
18.829.418.492 31.085.064.371
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Rencana Kerja Tahun 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2026

Program dan kegiatan di tahun 2026 disusun dalam rangka mencapai
target Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.
Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 5 program, 9
kegiatan dan 28 sub kegiatan yang terdiri dari 13 sub kegiatan rutin (program
penunjang urusan pemerintahan daerah) dan 15 sub kegiatan pembangunan.

Anggaran yang diusulkan pada Rencana Kerja TA.2026 yaitu Rp.
18.829.418.492,- meliputi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum
APBD 2025 sebesar Rp. 14.352.936.900,- , PAD sebesar Rp. 2.283.291.828,- , DBH
sebesar Rp. 622.189.764,- dan PTAD sebesar Rp. 1.571.000.000,- sesuai usulan Program
Kegiatan Tahun 2026 pada aplikasi SIPD sebagaimana tercantum pada matrik
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan
dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 sebagai acuan bagi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) danmasyarakat termasuk dunia usaha yang
berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi perangkat daerah pelaksana
program, RKPD Tahun 2026 yang ditindak lanjuti dengan menyusun kebijakan
publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD
Tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya wajib memaksimalkan sumber daya yang
ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya
anggaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dan Kebijakan Umum
APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026,
maka pelaksanaan program pembangunan harus benar-benar dapat dirasakan
langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Partisipasi masyarakat dan dunia
usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu
didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Pelaksanaan RKPD
Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif danefisien. Untuk itu diperlukan
upaya keterpaduan dan sinergitas antar perangkat daerah maupun perangkat daerah

dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi
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kegiatan yang telah diprogramkan maka dilakukan dengan memanfaatkan forum
perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga
tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip
safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan
evaluasi. Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran
serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang
dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk
mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program
pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi
terwujudnya pembangunan yangberkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan
evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses
pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang
maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap
berikutnya.

Adapun rencana kerja dan pendanaan disajikan dalam matrik Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 hasil

printout SIPD sebagaimana terlampir.
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RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MOJOKERTO

TAHUN 2026

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAM / T,IA\AKRHG|ET REALISASI P%:IEESQQN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 18.829.418.492,00 30.410.570.880,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN 18.829.418.492,00 30.410.570.880,00
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN 18.354.418.492,00 28.600.570.880,00
BIDANG KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
1. 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG Nilai SAKIP Perangkat - 86,1 Nilai 5.660.616.900,00 7.400.570.880,00
URUSAN PEMERINTAHAN | Daerah 96,4
DAERAH Persentase Realisasi Persentase
KABUPATEN/KOTA Anggaran Perangkat
Daerah
[ Meningkatnya Tatakelola | Indeks Profesionalitas ASN | 25 19 20 21 5.660.616.900,00 | - - - - - 7.400.570.880,00 | -
Birokrasi Pemerintahan Perangkat Daerah
yang Efektif, Efisien dan 86.5 84.24 85 85
Akuntabel ] Jumlah Inovasi yang
terinternalisasi dan 86.50 85.20 86 86.1
tersosialisasi serta
berkelanjutan 96.8 96.3 96.3 96.4
Nilai SAKIP Perangkat
Daerah
Persentase Realisasi
Anggaran Perangkat
Daerah
2.16.01.2.01 Perencanaan, Persentase Dokumen - 100 12.000.000,00 Memperkua | - DINAS 40.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Penganggaran, dan Evaluasi | Perencanaan,Penganggaran Persentase t pembangu KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja nan sumber INFORMATIKA
Perangkat Daerah Yang daya
Tersusun Sesuai Ketentuan manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

2.16.01.2.01.0001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PRIORITAS

LOKASI SUMBER DANA

PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9 10 11 12 13

14

15

16

17

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

6 Dokumen

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

6.000.000,00 | Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,

Semua Kel/Desa

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

20.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.01.0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

7 Laporan

6.000.000,00 DANA ALOKASI

UMUM (DAU)

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

20.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

9

10

11

12 13

14

15

16

17

2.16.01.2.02

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase Laporan
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Yang
Tersusun Sesuai Ketentuan

100
Persentase

5.057.382.000,00

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

5.209.070.880,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

34
Orang/bulan

5.057.382.000,00

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD), DANA
ALOKASI UMUM
(DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

5.209.070.880,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.05

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase Dokumen
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah Yang
Tersusun Sesuai Ketentuan

100
Persentase

0,00

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

337.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.05.0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUISAG) EIDARS INDIKATOR PROGRAM / Tﬁi?l—?llFE{T NI Plé’:ﬁfl':ﬁl\l TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 0,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 60.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
beserta Atribut Kelengkapan Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kecamatan, INFORMATIKA
Semua Kel/Desa
2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai 85 Orang 0,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 277.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Berdasarkan Tugas dan Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Fungsi yang Mengikuti Kecamatan, INFORMATIKA
Pendidikan dan Pelatihan Semua Kel/Desa
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Persentase Penyediaan - 100 96.600.000,00 - - DINAS 930.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Perangkat Daerah Administrasi Umum Persentase KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perangkat Daerah Sesuai INFORMATIKA
Ketentuan
2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen 1 Paket 0,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 40.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Instalasi Listrik/Penerangan Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bangunan Kantor yang Kecamatan, INFORMATIKA
Disediakan Semua Kel/Desa
2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 2 Paket 0,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 600.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Perlengkapan Kantor yang Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Disediakan Kecamatan, INFORMATIKA
Semua Kel/Desa
2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 5 Paket 17.600.000,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 40.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Kantor yang Disediakan Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kecamatan, INFORMATIKA
Semua Kel/Desa
2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 1 Paket 20.000.000,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Cetakan dan Penggandaan Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
yang Disediakan Kecamatan, INFORMATIKA
Semua Kel/Desa
2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Jumlah Paket Bahan/Material 1 Paket 25.000.000,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 60.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
yang Disediakan Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kecamatan, INFORMATIKA
Semua Kel/Desa
2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi 4 Laporan 4.000.000,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Kunjungan Tamu Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kecamatan, INFORMATIKA

Semua Kel/Desa

2.16.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUISAG) EIDARS INDIKATOR PROGRAM / TAAKRI-?IIFEQT NI Pléiﬁfl':ﬁl\l TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan 75 Laporan 30.000.000,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Penyelenggaraan Rapat Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, INFORMATIKA
SKPD Semua Kel/Desa
2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase Pengadaan - 100 0,00 - - DINAS 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Persentase KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan INFORMATIKA
Pemerintah Daerah yang
Dilaksanakan Sesuai
Ketentuan
2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan 4 Unit 0,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Dinas Operasional atau Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Lapangan yang Disediakan Kecamatan, INFORMATIKA
Semua Kel/Desa
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang | Persentase Penyediaan Jasa | - 100 142.000.000,00 - - DINAS 192.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Persentase KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Daerah Pemerintahan Daerah sesuai INFORMATIKA
Ketentuan
2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 100.000.000,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, INFORMATIKA
Disediakan Semua Kel/Desa
2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 42.000.000,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 42.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Jasa Pelayanan Umum Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kantor yang Disediakan Kecamatan, INFORMATIKA
Semua Kel/Desa
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik - 100 352.634.900,00 - - DINAS 542.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik Persentase KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemerintahan Daerah INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 14 Unit 85.000.000,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Operasional atau Lapangan Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
yang Dipelihara dan Kecamatan, INFORMATIKA
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa
Perizinannya
2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan 3 Unit 246.034.900,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 350.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Bangunan Lainnya yang Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, INFORMATIKA
Semua Kel/Desa
2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan 30 Unit 21.600.000,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 42.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Prasarana Gedung Kantor Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, INFORMATIKA

Dipelihara/Direhabilitasi

Semua Kel/Desa




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

9

10

11

12 13

14

15

16

17

2.16.02

PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

Indeks Keterbukaan
Informasi Publik

81
Persentase

4.645.814.952,00

5.175.000.000,00

[ Meningkatnya jangkauan
dan kualitas komunikasi
publik pemerintah daerah ]

Indeks Keterbukaan
Informasi Publik

85

79.53

81

82

4.645.814.952,00

5.175.000.000,00

2.16.02.2.01

Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase diseminasi dan
layanan informasi publik
yang dilaksanakan sesuai
dengan strategi komunikasi
(STARKOM) dan SOP yang
telah ditetapkan

100
Persentase

4.645.814.952,00

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDMm),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

5.175.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.02.2.01.0014

Relasi Media

Jumlah aktivitas relasi media

kepada media yang
memenuhi kriteria sebagai

berikut: 1. terverifikasi dewan

pers, dan 2. terdaftar di
Dinas Kominfo, dan 3. aktif

dalam kegiatan relasi media

12 Laporan

2.700.000.000,00

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

3.500.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.02.2.01.0015

Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PRIORITAS

LOKASI SUMBER DANA

PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

9 10 11 12 13

14

15

16

17

Jumlah Komunitas Informasi
yang aktif mendiseminasikan
informasi dan terdaftar di
Dinas Kominfo

36
Komunitas

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

0,00 | Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,

Semua Kel/Desa

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

75.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.02.2.01.0017

Pelayanan Informasi Publik

Jumlah permohonan
Informasi Publik yang
diselesaikan sesuai
peraturan perundangan

20
Permohonan

489.085.000,00 DANA ALOKASI

UMUM (DAU)

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

550.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.02.2.01.0019

Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah rekomendasi
komunikasi terhadap isu
publik yang berkembang dan
usulan agenda komunikasi
prioritas Pemerintah Daerah

70 Rekomen
dasi

384.540.188,00

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

400.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.02.2.01.0021

Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Jumlah media komunikasi
publik milik pemerintah
daerah yang dikelola maupun
pemanfaatan media berbayar
sesuai kriteria/juknis

8 Media

1.072.189.764,00

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA BAGI
HASIL (DBH),
DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

650.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03

PROGRAM
PENGELOLAAN APLIKASI
INFORMATIKA

Tingkat Kematangan
Aspek Teknologi Digital

2,00 Nilai

8.047.986.640,00

16.025.000.000,00

[ Meningkatnya kualitas
pengelolaan aplikasi
informatika ]

Tingkat Kematangan
Teknologi Digital

2.40

8.047.986.640,00

16.025.000.000,00




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

10

11

12 13

14

15

16

17

2.16.03.2.01

Pengelolaan Nama Domain
yang Telah Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Sub
Domain di Lingkup
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Pengelolaan Sub
Domain di Lingkup
Pemerintah Kabupaten yang
Telah Ditetapkan

100
Persentase

0,00

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

75.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.01.0004

Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Doma

in Pemerintah Desa

Jumlah Dokumen
Pengelolaan Nama Domain
dan Sub Domain Pemerintah
Daerah serta Domain
Pemerintah Desa

2 Dokumen

0,00

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

75.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

9

10

11

12 13

14

15

16

17

2.16.03.2.02

Pengelolaan E-government
di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase layanan publik
yang diselenggarakan secara
online dan terintegrasi

26
Persentase

8.047.986.640,00

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

15.950.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0019

Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE

Jumlah Dokumen Koordinasi
pelaksanaan Manajemen
SPBE

8 Dokumen

0,00

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

250.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0024

Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah perangkat daerah di
pemerintah Kab/Kota yang
terhubung dengan Jaringan
Intra Pemerintah Daerah
Kab/Kota

46 Perangkat
Daerah

6.747.986.640,00

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKAS
UMUM (DAU),
PENDAPATAN
TRANSFER
ANTAR DAERAH

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

13.000.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0026

Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo

Jumlah Dokumen Fasilitasi
dalam rangka
penyelenggaraan Audit TIK
sesuai kewenangan Dinas
Kominfo

3 Dokumen

100.000.000,00

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKAS
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

300.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0032

Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah aplikasi khusus yang
dibangun dan/atau
dikembangkan sesuai
dengan ketentuan atau
regulasi tentang standar
teknis dan prosedur
pembangunan dan
pengembangan aplikasi
SPBE

20 Aplikasi

900.000.000,00

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKAS
UMUM (DAU),
PENDAPATAN
TRANSFER
ANTAR DAERAH

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

1.200.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0035

Koordinasi dan Fasilitasi Prom

osi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

Jumlah laporan Pelaksanaan
Kegiatan Fasilitasi Promosi
Literasi SPBE dan/atau
kolaborasi penyelenggaraan
SPBE

3 Laporan

100.000.000,00

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKAS
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

200.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0037

Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

Jumlah dokumen kebijakan
tata kelola SPBE meliputi
arsitektur, peta rencana,
proses bisnis, serta
penyusunan rencana dan
anggaran SPBE Pemerintah
Daerah

9 Dokumen

100.000.000,00

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

500.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0038

Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

Jumlah laporan pelaksanaan
koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Cerdas

4 Dokumen

100.000.000,00

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

500.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.20

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK

275.000.000,00

1.010.000.000,00

2.20.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

Indeks Pembangunan
Statistik (IPS)

2,8 Nilai

275.000.000,00

1.010.000.000,00




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / T£}<R|—(|3|IFEQT REALISASI P%:ﬁﬁ::ﬁ’\l CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
[ Tercapainya kolaborasi, Indeks Pembangunan 2.61 2.8 2.85 275.000.000,00 | - - - - - 1.010.000.000,00 | -
integrasi, dan Statistik (IPS)
standardisasi dalam
penyelenggaraan Sistem
Statistik Nasional (SSN) ]
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Persentase Perangkat 100 275.000.000,00 Memperkua | - DINAS 1.010.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Sektoral di Lingkup Daerah Daerah yang mendapatkan Persentase t pembangu KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten/Kota rekomendasi kegiatan 100 nan sumber INFORMATIKA
statistik Persentase daya
Persentase Perangkat 100 manusia
Daerah yang menggunakan Persentase (SDM),
data statistik dalam 86 sains,
menyusun perencanaan Persentase teknologi,
pembangunan daerah pendidikan,
Persentase Perangkat kesehatan,
Daerah yang menggunakan prestasi
data statistik dalam olahraga,
pelaksanaan monitoring dan kesetaraan
evaluasi pembangunan gender,
daerah serta
Persentase Perangkat penguatan
Daerah yang menyampaikan peran pere
metadata statistik sektoral mpuan,
sesuai Standar Data Statistik pemuda
Nasional (SDSN) (generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.
2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
Persentase kegiatan statistik 52,17 % 150.000.000,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | Memperkua | - DINAS 300.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
sektoral yang sudah Semua UMUM (DAU) t pembangu KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
mendapatkan rekomendasi Kecamatan, nan sumber INFORMATIKA
dari pembina data statistik Semua Kel/Desa daya
manusia
(SDMm),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

2.20.02.2.01.0018

Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PRIORITAS

LOKASI SUMBER DANA

PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9 10 11 12 13

14

15

16

17

Persentase kegiatan statistik
sektoral yang telah
memenuhi standar data,
metadata, interoperabilitas
data dan kode referensi
dan/atau data induk

15,21 %

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

0,00 | Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,

Semua Kel/Desa

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

150.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.20.02.2.01.0019

Peningkatan Kualitas Statistik

Sektoral

Persentase kegiatan statistik
sektoral yang hasilnya dapat
diakses oleh pengguna data.

100 %

75.000.000,00 DANA ALOKASI

UMUM (DAU)

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

200.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.20.02.2.01.0020

Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PRIORITAS

LOKASI SUMBER DANA

PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9 10 11 12 13

14

15

16

17

Jumlah pegawai yang
mendapatkan pelatihan di
bidang statistik

50 Orang

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

0,00 | Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,

Semua Kel/Desa

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

110.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.20.02.2.01.0021

Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

Persentase kegiatan statistik
yang dilengkapi dokumen
perencanaan kegiatan
statistik sektoral

52,17 %

0,00 DANA ALOKASI

UMUM (DAU)

Kab. Mojokerto,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

Memperkua | -
t pembangu
nan sumber
daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

100.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.20.02.2.01.0022

Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / Tﬁ}(RﬁET REALISASI PEQ?ESQQN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah laporan 1 Laporan 50.000.000,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | Memperkua | - DINAS 150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
penyelenggaraan forum satu Semua UMUM (DAU) t pembangu KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
data daerah Kecamatan, nan sumber INFORMATIKA
Semua Kel/Desa daya
manusia
(SDM),
sains,
teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender,
serta
penguatan
peran pere
mpuan,
pemuda
(generasi
milenial
dan
generasi
Z), dan pen
yandang
disabilitas.
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN 200.000.000,00 800.000.000,00
BIDANG PERSANDIAN
1. 2.21.02 PROGRAM Indeks KAMI - 649 Nilai 200.000.000,00 800.000.000,00
PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN
INFORMASI
[ Meningkatnya Keamanan | Indeks Keamanan 800 375 600 649 200.000.000,00 | - - - - - 800.000.000,00 | -
Siber dan Sandi Informasi
Lingkungan Pemerintah
Daerah ]
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persentase Layanan - 85 200.000.000,00 - - DINAS 800.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Persandian untuk Elektronik yang Diamankan Persentase KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengamanan Informasi INFORMATIKA
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Jumlah Laporan 4 Laporan 50.000.000,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 400.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN
Pelaksanaan Keamanan Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Informasi Pemerintahan Kecamatan, INFORMATIKA

Daerah Provinsi Berbasis
Elektronik dan Non Elektronik

Semua Kel/Desa

2.21.02.2.01.0008

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / TAAKRHGllFEQT REALISASI Pﬁiﬁﬁﬁﬁl\l CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kebijakan Tata Kelola 2 Dokumen 150.000.000,00 | Kab. Mojokerto, DANA ALOKASI | - - DINAS 400.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN

Keamanan Informasi dan Semua UMUM (DAU) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Persandian Pemerintah Kecamatan, INFORMATIKA

Daerah yang Ditetapkan

baik berupa Peraturan
Gubernur, Keputusan
Gubernur maupun Norma,
Standar, Prosedur dan
Kriteria yang digunakan
sebagai panduan dalam
menjalankan
penyelenggaraan persandian

Semua Kel/Desa

JUMLAH

18.829.418.492,00

30.410.570.880,00




5.1. Catatan penting

1. Perlunya mendukung upaya menuju Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dalam rangka mewujudkan Smart City di Kabupaten
Mojokerto dengan membentuk suatu sistem yang terintegrasi.

2. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengetahuan
dalam mewujudkan Satu Data Palapa di Kabupaten Mojokerto
dengan membuat basis data yang terpadu yang akan dipakai dalam
mendukung perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan
di Kabupaten Mojokerto.

3. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam impelementasi

keterbukaan informasi publik.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan
Informatika ini memuat antara lain :

1. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas
Komunikasi dan Informatika yang pada prinsipnya diarahkan
untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Mojokerto.

2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program, kegiatan dan
sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mojokerto dengan memperhatikan peran maupun tugas pokok dan
fungsi.

3. Keterpaduan dan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan
yang dilakukan melalui Musrenbang.

4. Peranan masyarakat dan perkembangan teknologi digital dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan
program, kegiatan dan sub kegiatan.

5. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan
APBD.
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5.3. Rencana Tindak Lanjut

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Mojokerto akan dilaksanakan secara
bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program
pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif
masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto yang telah disusun ini akan menjadi pedoman
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika selama tahun 2026. Selain itu, rencana kerja tahun 2026
juga akan dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan laporan atas
kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mojokerto tahun 2026 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan pada tahun 2026
akan ada landasan dan arah yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya dalam rangka menyelenggarakan program pemerintah

dan memberikan pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
T INEQRMATIKA
K : ' OJOKERTO

NIP. 19690915 198903 1 003
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